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ABSTRAKSI 
Musyahidah, E 131 08 252, Perdagangan Perempuan Asal Uzbekistan Di 
Jakarta di bawah bimbingan Adi Suryadi Culla selaku pembimbing I dan Nasir 
badu selaku pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang mendasari terjadinya 
perdagangan perempuan WNA Uzbekiztan di Jakarta. Mengetahui Proses dan 
modus operandi perdangangan perempuan WNA Uzbekistan di Jakarta dan 
mengetahui sejauh mana strategi pemerintah dalam mencegah serta meminimalisir 
perdagangan perempuan di Indonesia 
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka penelitian ini menggunakan metode 
penelitian desktiptif. Teknik pengumpulan data dalam penlitian ini yaitu telaah 
pustaka dan wawancara. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran pemerintah sangatlah penting 
untuk mencegah terjadinya human trafficking. Penelitian mengenai adanya warga 
negara asing asal uzbekistan di Indonesia serta adanya kasus tertangkapnya 
mucikari asal Uzbekistan yang bernama Zamir Musaev ini sebagai bukti masih 
maraknya perdagangan perempuan yang terjadi di Jakarta tetapi data yang 
dimiliki Cuma sebagian kecil. Hal ini memang memiliki banyak kendala seperti 
reaksi dari pemerintah uzbekistan sendiri mengenai masalah trafficking warga 
negaranya yang ada di indonesia cenderung tertutup dan tidak ada jaminan 
memperoleh data  sehingga data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data 
IOM dan NCB INTERPOL masih tergolong sedikit dibandingkan fenomena 
trafficking WNA uzbekistan yang terlihat dan tercatat dari tahun 2003 hingga 
sekarang masih ada.  
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ABSTRACT 
Musyahidah, E 131 08 252, Uzbekistan’s Women Trafficking in Jakarta. Guided 
by Adi Suryadi Culla as a supervisor I and Nasir Badu as supervisor II, 
Department of International Relations, Faculty of Social and Politics, University 
of Hasanuddin. 
The objective of this research is finding what the underlying occurrence of 
Uzbekistan’s women trafficking in Jakarta. To know the process and modus 
operandi of Uzbekistan’s women trafficking in Jakarta and to know the extent of 
the government's strategy in preventing as well as minimize the women 
trafficking in Indonesia. 
To achieve that goal above, this research uses descriptive research method. Data 
collection techniques in this research are literature review and interviews. 
The results of this research revealed that the government's role is essential to 
prevent the human trafficking. Research are about the presence of Uzbekistan’s 
foreign national in Indonesia and the arrest of a pimp named Zamir Musaev from 
Uzbekistan as the evidence of women trafficking in Jakarta but the data only a 
fraction. This does have a lot of constraints such as the reaction of the government 
of Uzbekistan itself on the issue of its citizen’s trafficking in Indonesia are likely 
to be closed and there is no guarantee of obtaining the data so that the data 
obtained from various sources such as IOM and the NCB INTERPOL data that 
still a fraction compared to the phenomenon of Uzbekistan’s women trafficking 
that are visible and recorded from 2003 to the present is still there. 
 
Keywords: Globalization, Women Trafficking, Trans Organized Crime, 
Trafficking, IOM, Indonesia, Jakarta, Palermo Convention, Uzbekistan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Di era globalisasi sekarang, semakin terbukanya akses untuk melintasi 
batas negara sudah menjadi celah bagi para pelaku kejahatan termasuk 
kejahatan internasional. Globalisasi dan interdependensi antara satu negara 
dengan negara lain disamping melahirkan kesejahteraan dan kemajuan 
peradaban, juga  membawa dampak negatif antara lain telah mendorong 
lahirnya kejahatan lintas batas di seluruh belahan dunia. Kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, seolah mengaburkan 
batas-batas negara, mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang 
dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Perkembangan global telah 
mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik 
bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional. Salah satu hal yang 
sering terjadi adalah perdagangan manusia (human trafficking). 
Hingga hari ini, perdagangan manusia masih menjadi isu global yang 
mengemuka dalam perkembangannya, perdagangan manusia adalah bentuk 
modern perbudakan yang luas dan telah terjadi di seluruh dunia. 
Memperdagangkan manusia adalah industri kejahatan terbesar ketiga di dunia 
setelah perdagangan obat terlarang dan perdagangan senjata dan merupakan 
yang tercepat pertumbuhannya. Kejahatan inilah salah satu kreativitas bebas 
nilai yang ditemukan oleh manusia menjadikan manusia sebagai komoditi 
industri. Manusia diperdagangkan, diperjualbelikan, seperti layaknya komoditi 
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lain, sederhananya manusia berdagang manusia. Dalam sistem yang 
terorganisir, manusia masuk dalam industri perdagangan manusia dan 
berlangsung tidak hanya dalam negara saja, tapi juga melewati lintas batas 
negara. Kejahatan perdagangan manusia seperti ini dapat terjadi di manapun, 
apalagi di negara-negara yang masih memiliki masalah di dalam negerinya 
yang belum teratasi, seperti kemiskinan dan korupsi.  
Dalam laporan Asia Development Bank (ADB) memperkirakan satu 
hingga dua juta manusia diperjualbelikan setiap tahunnya di seluruh dunia. 
Bahkan hingga tahun 2008 diperkirakan keuntungan yang didapat oleh 
traffickers mencapai USD 40 milyar. Salah satu korban trafficking yang kini 
menjadi pusat perhatian adalah para pekerja migran terutama pekerja migran 
perempuan.1 Dalam aktivitas perdagangan manusia tersebut, perempuan dan 
anak-anak telah menjadi bagian dari komoditas yang dieksploitasi. 
Perempuan-perempuan yang diperlakukan seperti barang dagangan. 
Perempuan lebih sering diperdagangkan karena kaum ini merupakan pihak 
yang lemah dan mudah menjadi korban penipuan, pembohongan, dan 
pemaksaan oleh agen yang mencari sasaran di negara asal untuk dipekerjakan 
ke luar negeri. Korban dipaksa bekerja tanpa dibayar atau kalaupun dibayar 
dengan upah yang sangat rendah, atau dengan ketentuan yang sifatnya 
eksploitatif. Permintaan pasar terhadap komoditi perempuan jauh lebih besar 
dibandingkan laki-laki sehingga mempunyai harga jual lebih tinggi daripada 
laki-laki. Perempuan yang diperdagangkan ini ditujukan untuk keperluan 
                                                                 
1
  Ririn Handayani, 12 April 2012, Human Trafficking Masih Menjadi Ancaman Serius, 
http://sosbud.kompasiana.com/2012/04/15/human-trafficking-masih-menjadi-ancaman-serius/ , 
diakses tanggal 20 April 2012. 
13 
 
sebagai pekerja seks dalam industri prostitusi dimana konsumen dalam 
industri ini didominasi oleh laki-laki maka dari itu industri prostitusi 
merupakan permintaan paling banyak dalam kasus perdagangan perempuan. 
Tidak hanya itu, perempuan juga diperdagangkan untuk dijadikan budak, 
buruh, istri, dan bahkan untuk kepentingan penjualan organ tubuh. Korban 
perdagangan  perempuan ini biasanya didapat melalui pemaksaan, penipuan, 
pembohongan, penyalahgunaan kekuatan.  
Kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan umumnya menjadi penyebab 
meningkatnya migrasi, baik legal maupun illegal yang juga memicu 
perdagangan manusia. Imigrasi illegal meningkat justru karena adanya 
pengawasan perbatasan negara yang ketat dan semakin lebarnya persebaran 
penduduk (demografi) dunia. Lebih banyak perbatasan negara yang tertutup 
dan semakin menarik kondisi negara yang akan dituju, menyebabkan lebih 
besar jumlah perdagangan manusia illegal, selain meningkatnya peran yang 
dimainkan oleh organisasi-organisasi criminal lintas negara (Transnational 
Organized Crime). Keterlibatan kelompok criminal dalam migrasi berarti 
bahwa penyelundupan mengarah pada korban perdagangan manusia yang 
sebanding dengan meningkatnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia 
(termasuk prostitusi dan perbudakan).2 Selain itu, karena lemahnya 
pengawasan perbatasan negara dan majunya teknologi komunikasi juga 
memicu perdagangan manusia, khususnya perempuan. Kondisi ini 
menyebabkan ruang lingkup perdagangan manusia menjadi urusan antar 
                                                                 
2
  Sukawasini djelantik, Globalisasi, migrasi tenaga kerja, kejahatan lintas Negara dan 
perdagangan perempuan dan anak -anak , Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ,Vol.6, no.2. 
September 2010 hal.100. 
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negara dan bersifat sangat rentan. Tidak seperti perdagangan obat terlarang 
atau penyelundupan senjata, orang dapat “diperdagangkan” berkali-kali. 
Terbukanya pasar bebas di beberapa Negara Asia, disintegrasi Uni-Soviet 
seperti Uzbekistan dan pecahnya bekas Negara Yoguslavia semakin 
meningkatnya globalisasi masalah perdagangan manusia. 
Masyarakat internasional telah menaruh perhatian besar terhadap 
masalah ini, yang dibuktikan dengan munculnya berbagai aturan berbentuk 
protokol. Protocol Palermo merupakan sebuah ketentuan internasional untuk 
mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, 
khususnya perempuan dan anak-anak.3 Protokol ini merupakan prakarsa dari 
United Nations Convention against Transorganized Crime (Konvensi PBB) 
menegaskan bahwa masalah perdagangan manusia masuk dalam ranah 
pencegahan kejahatan. 
Berdasarkan data dari Intenational Organization for Migration (IOM) 
sampai saat ini dalam rentang waktu Maret 2005 sampai dengan Desember 
2010 terdapat 3.943 kasus perdagangan orang yang telah ditangani IOM, yang 
terdiri dari 3.559 orang perempuan dan 384 orang laki-laki. Hampir 90% 
diantaranya adalah perempuan dan lebih dari 25% diantaranya anak-anak yang 
memang paling rentan untuk diperdagangkan dan hanya 144 korban yang 
mendapatkan bantuan hukum sedangkan belum ada satupun dari jumlah 
                                                                 
3
    Protocol to prevent, Suppress and punish trafficking in Persons, especially Woman 
and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime,United Nations, 2000, 
http://www.uncjin.org/Documents/Coventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff
_eng.pdf 
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tersebut yang berhasil membawa kasusnya hingga tingkat pengadilan. Data 
tersebut tentu saja tidak mencerminkan jumlah korban yang sesungguhnya, 
karena perdagangan orang adalah jenis underreported crime atau terselubung. 
Hal ini disebabkan karena banyak korban yang tidak mempunyai kesempatan 
melaporkan kasusnya ke kepolisian atau merasa takut melaporkan kasus yang 
menimpanya.4 
Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara pengirim, namun juga 
transit dan penerima. Artinya beberapa daerah di Indonesia, dikenal sebagai 
daerah korban berasal dan ada beberapa daerah yang menjadi tempat korban 
dieksploitasi. Indonesia sebagai negara tujuan, kebanyakan perempuan dan 
anak-anak yang menjadi komoditas perdagangan berasal dari Republik Rakyat 
Cina, Thailand, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan 
Ukraina. Mereka tersebar di beberapa wilayah Indonesia dengan 
menggunakan visa kunjungan wisata atau kunjungan usaha, tetapi 
sesampainya di Indonesia mereka menjadi pekerja seks komersial.5  
Selain menjadi negara pengirim, indikasi bahwa Indonesia juga 
menjadi negara penerima dan/atau transit untuk perdagangan internasional. 
Sejumlah artikel surat kabar menulis bahwa sejumlah perempuan dari 
sejumlah negara lain masuk ke Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja seks. 
Contohnya, pada bulan Oktober 2002 sebanyak lima perempuan Uzbekistan 
ditahan karena telah bekerja sebagai pelacur. Harian Jakarta Post melaporkan 
                                                                 
4
       IOM International Organization for Migration , Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan 
Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta 2008,hal 33 
5
       Teks Akhir Indonesia dalam Laporan Perdagangan Orang Tahun 2004, 
http://jakarta.usembassy.gov/press_rel/tip03_indo.html, diakses tanggal 28 Maret 2012 
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bahwa kepolisian tengah menyelidiki keberadaan suatu organisasi kriminal 
internasional yang mengoperasikan sejumlah pekerja seks di Indonesia, antara 
lain para perempuan asing dari Belanda, Polandia, Rusia, Venezuela, Taiwan, 
Spanyol dan Ukraina. Tidak jelas sampai pada tahap mana para perempuan itu 
datang dengan kemauan sendiri ke Indonesia. Kendati demikian, sebagian 
negara dari mana para perempuan ini berasal merupakan negara dengan 
tingkat perdagangan yang tinggi, yang dapat mengindikasikan bahwa mereka 
ini mungkin sebenarnya adalah korban perdagangan yang menjadikan 
Indonesia sebagai negara tujuan. 
Salah satu tempat yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan 
(trafficking) perempuan dan anak di Indonesia khususnya eksploitasi seksual 
adalah DKI Jakarta dalam bentuk bisnis hiburan.. Hal ini dikarenakan DKI 
Jakarta dalam Kehidupan metropolis Jakarta bisa diibaratkan sebagai sebuah 
medan magnet yang setiap saat bisa menggaet 'siapapun' masuk ke dalamnya 
bahkan menjerumuskan dalam satu kehidupan semu dan samar. Berbagai 
kesenangan hidup bisa ditemukan di mana-mana, seperti di sejumlah tempat 
hiburan plus-plus yang tersebar hampir di tiap sudut kota, dari kelas bawah, 
menengah hingga kelas elit. Di sisi lain berkaitan dengan posisi geografis 
daerah Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang memungkinkan 
jaringan perdagangan manusia melakukan penyelundupan para imigran 
gelapnya. 
Keberadaan para pekerja seks komersial asing di tempat hiburan 
malam di Kota Jakarta, memang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir, 
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yaitu sekitar awal tahun 2003. Mereka ada karena peran sebuah organisasi 
yang memiliki jaringan luas di sejumlah negara, yaitu mafia perdagangan 
wanita. Wanita-wanita warganegara asing, terutama dari Uzbekistan yang 
masuk ke Indonesia, ternyata merupakan jaringan perdagangan wanita 
internasional yang terorganisir. Mereka dikendalikan oleh kelompok yang 
memiliki jaringan luas. Para mafia trafficking membujuk para gadis di 
kawasan Uzbekistan yang merupakan kawasan penduduk miskin. Di daerah 
ini, memang terkenal wanita-wanitanya cantik. Para wanita cantik ini 
ditempatkan di suatu negara dalam waktu tertentu. Setelah itu, mereka 
dipindahkan ke negara lain untuk penyegaran. Indonesia memang salah satu 
sasaran empuk mafia perdagangan wanita ini karena dengan mudah dapat 
dijumpai lokasi-lokasi hiburan malam. Dari hasil penyelidikan aparat 
kepolisian, hampir semua pekerja seks komersial datang ke Indonesia dengan 
paspor dan visa resmi. Namun mereka kemudian menyalahgunakan visa. 
Mereka datang diangkut oleh anggota sindikat perdagangan wanita. Semua 
keperluannya termasuk dokumen keimigrasiannya diurus oleh jaringan 
tersebut. Setelah sampai di Jakarta, sebagian besar mereka ditampung di 
sebuah apartemen yang sekaligus menjadi tempat tinggal selama berada di 
Jakarta.6 
Bisnis prostitusi hadir hampir di setiap negara bagian Asia Tengah, 
salah satunya di Uzbekistan. Negara ini merupakan sumber untuk perempuan 
dan anak perempuan yang diperdagangkan ke Kazakhstan, Rusia, Timur 
                                                                 
6
        http://www.indosiar.com/ragam/bunga-dagangan_77682.html, diakses pada tanggal 15 
Maret 2012. 
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Tengah, dan Asia untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Dari data 
laporan Departemen Luar Negeri AS , Human Trafficking  tahun 2010 
mengatakan bahwa tahun 2009, Uzbekistan menghasilkan sekitar 1.200 
korban, dan meningkat 150% pada tahun sebelumnya.   
Meningkatnya jumlah korban perdagangan manusia telah 
menyebabkan masalah untuk menerima perhatian yang lebih besar dari 
pandangan internasional. Menurut Departemen Dalam Negeri Uzbekistan, 
kejahatan terselubung seperti ini sudah diselidiki dalam beberapa tahun 
terakhir, namun jumlah orang yang diperdagangkan dan dilecehkan terus 
meningkat. Dalam kebanyakan kasus, perempuan berkomitmen untuk mencari 
nafkah di luar negeri karena mereka sangat menyadari fakta bahwa mereka 
tidak bisa mendapatkan apa-apa di daerahnya, ini membuktikan bahwa tingkat 
pengangguran yang tinggi memiliki efek memaksa banyak wanita dari 
Uzbekistan untuk mencari sumber pendapatan di luar negeri. Dengan 
demikian, masalah perdagangan manusia, selain menyerukan perhatian 
masyarakat internasional, memperlihatkan beberapa masalah internal 
Uzbekistan. Rute mereka biasanya mengarah ke Uni Emirat Arab (UEA), 
Turki atau Thailand, hingga ke indonesia.  
Departemen statistik menjelaskan sebanyak seribu gadis Uzbekistan 
diselundupkan ke luar negeri untuk prostitusi komersial setiap tahun. Rata-
rata, harga seorang gadis Uzbek diselundupkan untuk tujuan eksploitasi 
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seksual dilaporkan hingga $10.000. Untuk transportasi dan pengiriman, agen 
penyalur menerima sekitar $2.500 -$5.000.7 
 Berdasarkan data yang didapatkan dari Organisasi Migrasi 
Internasional (IOM) yaitu data korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 
yang tercatat berasal dari Uzbekistan yang berada di Jakarta dan tersebar di 
Indonesia sekitar 0,23 % dari total negara-negara korban trafficking di 
Indonesia lainnya8. Hal ini menjelaskan bahwa data yang ditemukan hanya 
sebagian kecil dari jumlah wanita Uzbekistan yang ada di Jakarta. Oleh karena 
itu,  penyelundupan migran merupakan salah satu tindak pidana transnasional 
yang dilakukan sangat terselubung dan terorganisir sebagai fenomena gunung 
es yaitu jumlah korban yang terdeteksi  atau terungkap dan tertangani baru 
merupakan puncak gunung es yang tampak di permukaan samudera luas. 
Artinya, sesungguhnya masih jauh lebih banyak korban trafiking manusia 
yang belum terungkap, seperti bagian es yang berada di permukaan samudera. 
Pemecahan demi pemecahan berusaha dicari oleh dunia internasional guna 
meminimalisir kasus ini namun belum ada suatu titik terang yang 
menunjukkan penurunan kasus atau korban perdagangan manusia. 
Dari latar belakang masalah tersebut, penulis menganggap masalah 
perdagangan manusia, dalam hal ini perempuan, penting untuk dikaji. Maka 
dari itu,  penulis mengangkat judul “PERDAGANGAN PEREMPUAN ASAL 
UZBEKISTAN DI JAKARTA” 
                                                                 
7
        Fighting Human Trafficking In Uzbekistan by Erkin A khmadov (02/06/2008)(issue of the 
CACI Analyst) http://www.cacianalyst.org/?q=node/4792 diakses pada tanggal 15 April 
2012. 
   
8
      International Organization for migration 2005 – September 2011 
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B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Fenomena perdagangan perempuan dalam  hubungan internasional 
merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, terutama yang terjadi di 
Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Indonesia sebagai negara kepulauan 
terbesar di dunia sangat rentan terhadap berbagai upaya penyelundupan 
perempuan dan anak-anak khususnya warga negara asing dari Uzbekistan. 
Banyak faktor yang melatarbelakangi fenomena penyelundupan wanita 
tersebut, salah satunya yang paling penting adalah lebarnya jurang perbedaan 
ekonomi. Dapat dipastikan bahwa korban penyelundupan manusia itu pada 
awalnya berharap dapat menikmati hidup yang lebih baik dan akhirnya 
terjebak jaringan penyelundupan. Bisnis prostitusi wanita Uzbekistan sudah 
ada sejak tahun 2003, dan masih terorganisir hingga sekarang di kota 
Metropolitan Jakarta. Penelitian ini akan lebih difokuskan dan dibatasi pada 
perdagangan wanita Uzbekistan di Jakarta dalam 10 tahun terakhir serta 
perdagangannya dalam bentuk bisnis prostitusi di Jakarta. 
Dari bahasan yang penulis uraikan dalam latar belakang masalah, 
maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 
1. Apa faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan WNA Uzbekistan 
di Jakarta? 
2. Bagaimana proses dan modus operandi perdagangan perempuan WNA 
Uzbekistan di Jakarta? 
3. Bagaimana strategi pemerintah dalam mencegah dan meminimalisir  
perdagangan perempuan di Indonesia? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui apa yang mendasari terjadinya perdagangan perempuan 
WNA Uzbekistan di Jakarta. 
2. Untuk mengetahui proses dan modus operandi perdagangan perempuan 
WNA Uzbekistan di Jakarta 
3. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah dalam mencegah serta 
meminimalisir  perdagangan perempuan di Indonesia. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 
elemen dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat 
pada permasalahan yang ditulis oleh penulis sehingga tulisan ini dapat 
dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya tulisan ini 
diharapkan bermanfaat sebagai berikut:  
a.  Kegunaan Akademik 
Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi 
bagi para mahasiswa Hubungan Internasional pada khususnya dan pemerhati 
masalah-masalah internasional pada umumnya mengenai Bagaimana 
fenomena perdagangan perempuan di Indonesia dan betuk-bentuknya dapat 
terjadi Di Indonesia dan seluruh dunia. 
b. Kegunaan Praktis 
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Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan 
(pemerintah) dalam membuat kebijakan menyangkut pencegahan dan 
pengurangan perdaganagan Perempuan di Indonesia. 
D. Kerangka Konseptual 
Pesatnya perkembangan kejahatan lintas negara telah mengetuk 
kesadaran negara-negara di dunia untuk bekerjasama dalam menanggulangi 
kejahatan yang berlingkup antar negara. Antara lain dirintis oleh Persatuan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu melalui United Nation Convention Agains 
Transnational Organized Crime  di Palermo tahun 2000 atau lebih dikenal 
dengan Konvensi Palermo.                    
Transnational Organized Crime (TOC) adalah kejahatan lintas 
negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur 
yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang telah ada dalam 
kurun waktu tertentu dan bertindak secara tertata dengan tujuan 
untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius dalam rangka 
memperoleh secara langsung, keuntungan financial atau material 
lainnya.9 
Berdasarkan Konvensi Palermo, TOC adalah kejahatan yang 
memenuhi karakteristik sebagai berikut : 
a) Kejahatan ini terkait lebih dari satu negara. 
b) Kejahatan ini dalam satu negara tapi substansinya menjadi sebagian dari 
persiapan, perencanaan, kelangsungan, atau dikontrol dari negara lain. 
                                                                 
9
      Protocol to prevent, Suppress and punish trafficking in Persons, especially Woman and 
Children, supplementing the United Nations Convention Against  Transnational Organized 
Crime,United Nations,2000. 
http://www.uncjin.org/Documents/Coventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20tra
ff_eng.pdf 
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c) Kejahatan ini terkait dengan satu negara tetapi juga terkait dengan 
kelompok-kelompok kriminal yang berhubungan dengan aktifitas kriminal 
yang ada di berbagai negara. 
d) Kejahatan ini terkait dengan satu negara tetapi hal ini dapat menjadi efek 
untuk seluruh dunia. 
Beberapa sumber menyebutkan definisi Trafficking, salah satunya 
revolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan istilah 
“Trafficking” : 
Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons 
across national and international borders, largely from 
developing countries and some countries and some conteries 
with economies in transition, with the end goal of forcing 
women and girl children into sexually or economically 
oppressive and exploittive situations for the profit of recruiters, 
traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal 
activities related to trafficking, such as forced domestic labour, 
false marriages, clandestine employment and false adoption10 
Berdasarkan majelis umum PBB, menyebutkan bahwa perdagangan 
adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan 
perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang 
berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa 
wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan 
ekonomis dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan 
                                                                 
10
    Protocol to prevent, Suppress and punish trafficking in Persons, especially Woman 
and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime,United Nations, 2000, 
http://www.uncjin.org/Documents/Coventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff
_eng.pdf 
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sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan illegal lainnya yang berhubungan 
dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, 
pekerjaan gelap, dan adopsi. 
Lebih Lanjut berdasarkan Protocol to prevent, suppress and punish 
trafficking in persons bagian Palermo Protocol dalam pasal 3 sub-paragraf (a) 
lampiran II mengurai definisi dari perdagangan manusia secara rinci, yaitu : 
The recruitment, transportation, transfer, harbouring or  receipt 
of persons, by means of the threat or use of force or others form 
of coercions, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of 
power or of a position of vurnerability or of the giving or 
receiving pf payments or benefits to achieve the consent of a 
person havingcontrl over another person, for the purpose of 
exploitation11. 
Berdasarkan Protocol Palermo menjelaskan bahwa perdagangan 
manusia adalah suatu proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, 
penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan 
kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, tipu 
muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau 
penerimaan pembayaran atau keuntungan umtuk mencapai persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. 
Protokol tersebut memuat definisi trafficking yang cukup 
komprehensif, yaitu sebagai “perekrutan, pengiriman, pemindahan, 
penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan 
                                                                 
11
    Protocol to prevent, Suppress and punish trafficking in Persons, especially Woman and 
Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized 
Crime, United 
Nations,2000,http://www.uncjin.org/Documents/Coventions/dcatoc/final_documents_2/conv
ention_%20traff_eng.pdf 
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kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, 
kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau 
menerima bayaran  utuk memperoleh izin dari orang yang punya wewenang 
atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang menjadi tujuan dari 
segala bentuk perdagangan manusia setidak-tidaknya akan meliputi eksploitasi 
dalam bentuk pelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi 
seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek 
yag menyerupai perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ 
tubuh.12Tujuan perdagangan perempuan ini di eksploitasi sekitar 43 persen 
untuk seksual atau masuk dalam bisnis prostitusi dan sekitar 32 persen untuk 
eksploitasi ekonomi atau tenaga kerja paksa. 
Di Indonesia sendiri, lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 disambut baik 
oleh masyarakat Indonesia dan komunitas internasional yang peduli terhadap 
masalah perdagangan orang. Terbentuknya UU ini merupakan sebuah prestasi 
karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuanyang 
diatur dalam Protokol PBB. Indonesia sebagai negara yang menandatangani 
Protokol PBB, mempunyai kesepakatan dengan komunitas internasional 
tentang bagaimana melihat perdagangan orang sebagai kasus yang multi 
kompleks dan harus ditangani secara komprehensif, melalui lima langkah 
penting penanganan yaitu penindakan, pencegahan, rehabilitasi sosial, 
                                                                 
12
    Rheny Wahyuni pulungan, “ penanggulangan kejahatan perdagangan perempuan dan 
anak”,Makalah disampaikan dalam semiloka strategi penanggulangn kejahatan lintas batas, 
Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 5-6 oktober 2004. 
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perlindungan bagi korban, serta kerjasama dan peran serta masyarakat  UU 
No. 21 Tahun 2007 mengatur lima langkah penanganan tersebut.13 
Perdagangan orang menurut definisi yang diatur dalam UU No. 21 
Tahun 2007, Pasal 1angka 1, bahwa: 
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik 
yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 
tujuan eksploitasi atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.14  
Salah satu unsur terpenting dari definisi Perdagangan Orang adalah 
tujuan dilakukannya perbuatan tersebut, yaitu Eksploitasi. Menurut Pasal 1 
angka 7 UU No.21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan 
Orang, 
Eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan 
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja 
atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 
perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan 
atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak 
lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun 
immateriil. 
Berdasarkan Prevention and suppression of prostitution Act, B.E. 2539 
section 4 mendefinisikan prostitusi : 
         Prostitution means sexual intercourse, or any other act, or the 
commission of any other act in order to grafity the sexual desire 
                                                                 
13
      Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, International Organization for Migration , hal. 19-20. 
14
 Undang-undang no.21tahun2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. 
http://www.bnp2tki.go.id/perundangan- mainmenu-90/undang-undang-mainmenu-163/81-
undang-undang-republik-indonesia-nomor-21-tahun-2007.html 
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of another person in a promiscuous manner in return for money 
or any other benefit, irrespective of wether the person who 
accepts the act and the person who commits the act are of the 
same sex or not.15 
Peraturan ini menggambarkan prostitusi sebagai hubungan seksual, 
atau tindakan lain, atau bagian dari setiap tindakan lainnya dalam rangka 
untuk memuaskan keinginan seksual orang lain dengan tidak memilih-milih 
dengan imbalan uang atau manfaat lain,terlepas dari orang yang menerima 
tindakan dan setuju melakukan hubungan seksual berjenis kelamin yang sama 
atau tidak. 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Dari rumusan tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan yaitu 
metode penelitian deskriptif. Metode ini membantu penulis dalam 
memberikan gambaran mengenai fenomena kasus perdagangan perempuan 
asal Uzbekistan di Jakarta serta memberikan gambaran tentang strategi 
pemerintah dalam meminimalisir kasus perdagangan perempuan di Indonesia. 
2.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
telaah pustaka (library research) yaitu dengan mengumpulkan data-data dari 
berbagai literatur yang mendukung penelitian dan wawancara secara tidak 
langsung. Literatur ini berupa jurnal, buku-buku, dokumen, majalah, surat 
kabar dan situs-situs internet ataupun laporan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. Wawancara juga perlu dilakukan serta analisis 
                                                                 
15
     http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/46403/65063/E96THAOI.htm 
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tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terpadu terhadap perdagangan 
perempuan berdasarkan data-data temuan penelitian.  
Dengan penelitian bertempat di perpustakaan dan lembaga-lembaga 
yang terkait,yaitu 
a) Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar. 
b) Ruang baca FISIP Universitas Hasanuddin di Makassar. 
c) Kementrian Luar Negeri RI di Jakarta. 
d) IOM (International Organization for Migration) di Jakarta. 
e) NCB-Interpol di Jakarta. 
f) Kedutaan Besar Uzbekistan di Jakarta 
3. Jenis Data 
Penulisan penelitian ini menggunakan data dari berbagai literatur yang 
berhubungan dengan penelitian. Adapun data yang dibutuhkan yaitu data yang 
menyangkut tentang perdagangan perempuan WNA asal Uzbekistan di Jakarta 
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
4. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang akan penulis gunakan, yaitu teknik analisis 
data kualitatif, yaitu, permasalahan yang diangkat akan digambarkan 
berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian akan di selaraskan antara 
fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga dapat ditarik sebuah 
kesimpulan dan sebagai pelengkap, penulis sertakan pula data kuantitatif jika 
data tersebut memiliki relevansi dengan topik penelitian penulis. 
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    BAB II 
   TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konsep Globalisasi 
Proses globalisasi yang pada saat ini tengah melanda berbagai belahan 
dunia, dan ini merupakan suatu gelombang besar yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, digerakkan oleh perkembangan teknologi yang cepat dan muncul 
hampir serentak, yang tengah mengubah pola dan sifat kehidupan manusia di 
berbagai bidang dan tingkatan melalui dampaknya yang sangat luas pada tiga 
sektor yaitu transportasi, turisme, dan telekomunikasi. Tiga sektor teknologi 
ini atau dengan kata lain Triple-T technology masih terus berkembang baik 
yang dilakukan oleh pemerintah maupun dalam dunia usaha.16Globalisasi juga 
mengacu pada semakin terintegrasi dan terciptanya saling keterkaitan antar 
negara dalam hubungan internasional diakibatkan dari tiga sektor tersebut. 
Muncul kesadaran bahwa keamanan dan kemakmuran masyarakat di 
berbagai kawasan di dunia ini saling terkait dan menyatu. Globalisasi yang 
terjadi saat ini hanya menambah kuatnya faktor  yang mendorong manusia 
untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negaranya. Hal inilah yang 
menyebabkan meningkatnya migrasi penduduk dari Asia, Afrika, Amerika 
Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia, Amerika.17 
Selain membawa kemajuan, globalisasi juga menciptakan pula efek 
negatif dengan berkembangnya kejahatan transnasional, diantaranya 
perdagangan manusia yang telah disoroti sebagai sisi yang tidak diinginkan 
                                                                 
16
      Budi winarno, Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia, 2008. Jakarta : Erlangga. 
h.23 
17
      Budi Winarno, opcit., h.127 
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dari globalisasi. Penelitian dan berbagai laporan telah menegaskan adanya 
peningkatan perdagangan manusia bersamaan dengan kemunculan 
globalisasi.18 
Berbicara mengenai globalisasi, kata globalisasi diambil dari kata 
global yang berarti universal.19Sebagai fenomena baru, globalisasi belum 
memiliki definisi yang konkrit tergantung dari sisi mana orang melihatnya. 
Dalam aplikasinya globalisasi bisa diartikan berbeda-beda bagi banyak orang. 
Dalam bukunya, Scholte20 mengidentifikasi bahwa globalisasi bisa bermakna 
sebagai internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan 
deteritorialisasi. Makna internasionalisasi adalah meningkatnya intensitas 
interaksi lintas batas dan saling ketergantungan antar negara. Liberalisasi 
adalah proses untuk memindahkan larangan-larangan yang dibuat oleh negara 
dalam rangka membentuk ekonomi dunia yang lebih terintegrasi. 
Universalisasi bermakna menyebarnya berbagai macam objek dan pengalaman 
dari masyarakat di seluruh dunia. Sedangkan deteritorialisasi merupakan kriti 
bagi proses yang berjalan sebagai proses peniruan budaya barat atau bahkan 
proses pemaksaan sistem budaya, sistem politik dan sistem ekonomi negara-
negara barat dalam panggung dunia.21 
Terdapat banyak definisi terkait globalisasi diantaranya: 
                                                                 
18
   ILO, op cit., h.12 
19
   Sri Hayati & Ahmad Yani, 2007,Geografi Politik , Refika Aditama, Bandung, h.109. 
20
   Jan Aart Scholte dalam buku John , Steve Smith. 2001.Globalization of World Politic. Oxford:    
Oxford University Press. http://books.google.co.id  h.17 
21
   Yulius P. Hermawan,2007. Transformasi dalam studi Hubungan Internasional. Yogyakarta,   
Graha Ilmu. h,132  merujuk pada empat konsep globalisasi dalam buku Baylis and 
Smith(2001) 
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1. Menurut Martin Albrow mengatakan “ Globalization refers to all those 
processes by wich the peoples of the world are incorporated into a single 
world society”. Globalisasi adalah semua proses menghubungkan orang-
orang di dunia ini dalam satu lingkup sosial yang dimana masyarakat 
dunia dimasukkan ke dalam sebuah  masyarakat global. 
2. Menurut Anthony Giddens ”Globalization can be defined as intensification 
of worldwide social relations which link distant localities in such a way 
that local happenings are shaped by events occurring many miles away 
and vice versa”.globalisasi menurut Giddens yaitu globalisasi sebagai  
intensifikasi hubungan sosial dari seluruh dunia yang menghubungkan 
daerah  yang jauh dalam sedemikian rupa sehingga kejadian lokal dibentuk 
oleh peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya dan sebaliknya. 
3. Menurut Bayliss and Smith  “By globalization we simply mean the process 
of increasing interconnectedness between societies such that events in one 
part of theworld more and more have effects on people and societies far 
away” . Globalisasi menurut  Bayliss and Smith adalah suatu proses di 
mana meningkatnya saling keterkaitan di antara masyarakat dan di mana 
kejadian yang terjadi di salah satu belahan dunia dapat memberikan 
pengaruh yang semakin luas terhadap individu dan masyarakat yang 
berada di belahan dunia lain.  
4. Globalisasi menurut Martin Khor “Globalization is what we in the third 
world have for several centuries called colonialization”. Menurutnya, 
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globalisasi menjadi benih kolonialisme baru di negara-negara berkembang 
atau negara dunia ketiga. 
 
 Para ahli hubungan internasional memberikan definisi mengenai 
globalisasi berbeda-beda dalam memaknainya sesuai dengan fokus 
perhatiannya dan aspek yang melingkupinya. Terlepas dari pemaknaan 
spesifik globalisasi, terdapat empat ciri dasar globalisasi22 yaitu : 
1. Meluasnya hubungan sosial (Streched social relations). Mengacu pada 
munculnya saling keterhubungan antara jaringan sosial-budaya, ekonomi 
dan politik di masyarakat yang melintasi batas-batas negara. 
2. Meningkatnya intensitas komunikasi (Intensification of flows) berkaitan 
dengan makin meningkatnya intensitas hubungan antar aktor dengan 
munculnya perkembangan ilmu dan teknologi. 
3. Meningkatnya interpenetrasi (Increasing interpenetration) yang terjadi 
hampir segala bidang mengakibatkan budaya masyarakat yang berada 
pada wilayah berbeda akan saling berhadapan pada level lokal dan 
internasional. 
Terkait pada permasalahan globalisasi membawa dampak positif dan 
negatif dari suatu negara di dunia, Tenri Abeng menyebutkan dampak positif 
dari globalisasi yaitu ada pada globalisasi tenaga kerja. Tenri Abeng 
menjelaskan bahwa perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga 
kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf professional 
diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional. 
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    Ibid, h.133 
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Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas. 
Indonesia dapat merasakan globalisasi tenaga kerja.23 
Akses masuknya warga negara asing ke Indonesia karena pengaruh 
dari globalisasi memiliki beberapa tantangan yang muncul seperti yang 
dijelaskan oleh Jakckson dan Sorensen24 yaitu adanya kekuatan pasar global. 
Kekuatan pasar global sangat mudah melakukan penetrasi terhadap suatu 
negara dan memeberikan efek besar bagi ekonomi nasional negara tersebut. 
Isu-isu global seperti masalah lingkungan hidup, sistem komunikasi global, 
perdagangan senjata dan narkoba, perdagangan manusia, serta kejahatan 
transnasional yang juga termasuk dalam isu kekuatan pasar global yang 
kesemuanya itu akan mempengaruhi negara manapun dengan mudah dan 
memberikan dampak yang besar di pemerintahan negara tersebut. 
Manusia pada era globalisasi ini tentu memiliki tingkat mobilitas yang 
tinggi. Dengan adanya kemudahan transportasi dan akses masuk ke wilayah 
atau negara lain, mereka dapat dengan leluasa keluar masuk untuk urusan 
tertentu. Penelitian dan berbagai laporan telah menegaskan adanya 
peningkatan perdagangan manusia bersamaan dengan kemunculan 
globalisasi.25 Pada saat yang bersamaan, globalisasi telah menciutkan dunia 
lewat teknologi pengangkutan, informasi dan komunikasi serta mengubah 
cara-cara dimana teknologi semacam ini menjual mimpi-mimpi akan 
                                                                 
23
      Sri Hayati & Ahmad Yani, Op cit h.115 
24
      Jackson, Robert, dan George Sorensen,. Pengantar Studi Hubungan Internasional (terj. 
Dadan Suryadipura, Introduction to international Relations). Jakarta .Pustaka Pelajar2005. 
h.97 
25
      Kurniatmanto Sutoprawiro, 1993, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di  
Indonesia,Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.h. 86 
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kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Proses globalisasi tidak hanya 
mendorong integrasi ekonomi pada tingkat global, tetapi sekaligus 
mendorong perluasan jaringan kejahatan yang akhirnya menjadi kejahatan 
transnasional. 
Globalisasi membawa arus pergerakan manusia menjadi lebih leluasa 
bergerak dari satu negara ke negara lainnya. Dengan kata lain, globalisasi 
telah menimbulkan hilangnya batas-batas yurisdiksi antar negara. Secara 
umum dampak positif yang muncul adalah peningkatan kualitas hidup suatu 
bangsa (termasuk masyarakat didalamnya). Namun ironisnya globalisasi juga 
dapat mendatangkan bencana berupa munculnya ragam kejahatan seperti 
kejahatan transnasional danmakin luasnya jaringan kerja sindikat kriminal 
internasional yang salah satu bentuk kejahatannya merupakan suatu 
kreativitas nilai yang menjadikan manusia sebagai komoditas industri atau 
yang biasa di kenal dengan perdagangan manusia (trafficking) utamanya pada 
perempuan. Bila semula hanya berbasis tradisional di satu negara menjadi 
berskala global seperti bisnis internasional. Globalisasi tidak menciptakan 
ancaman keamanan tetapi secara tidak sengaja mempercepat dan memperluas 
jangkauan dampak kejahatan yang mereka lakukan. 26 
 
 
 
 
 
                                                                 
26
    John Baylis & Steve Smith. 2001.Globalization of World Politic. The impact of globalization 
on security.h.243  
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B. Konsep Transnational Organized Crime 
Dipahami bahwa globalisasi juga dapat memberikan dimensi baru 
yang negatif di berbagai dimensi kehidupan, antara lain dengan munculnya 
kejahatan yang berskala internasional yang memiliki jaringan yang mendunia 
seperti penjualan manusia, penjualan wanita dan anak-anak, prostitusi, 
kejahatan komputer, keuangan, perbankan, pencucian uang serta narkotika. 
Izin masuk yang diberikan kepada orang asing untuk memasuki wilayah 
negara Indonesia terkadang disalah gunakan oleh pemegang izin tersebut 
sehingga banyak terjadi kasus pelanggaran izin keimigrasian.27 
Secara konsep, Transnational Crime merupakan tindak pidana atau 
kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali 
secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 
1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu: 
money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, 
theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft 
hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, 
environmental crime, trafficking in persons, trade in human 
body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, 
infiltration of legal business, corruption and bribery of public or 
party officials.28 
 
 PBB telah mensahkan United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime (UNCATOC) atau yang dikenal dengan sebutan Palermo 
Convention pada pertemuan ke-62 tanggal 15 November 2000 menyebutkan 
bahwa: 
                                                                 
27
      Heni Rahmawati,  http://repository.uii.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000779/uii-skripsi-05410340- 
heni%20rahmawati-05410340-HENI%20RAHMAWATI-5788725053-bab%201.pdf 
28
      http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html 
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  Transnational Organized Crime (TOC) adalah kejahatan lintas 
negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur 
yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang telah ada dalam 
kurun waktu tertentu dan bertindak secara tertata dengan tujuan 
untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius dalam rangka 
memperoleh secara langsung, keuntungan financial atau material 
lainnya.29 
 
Berdasarkan Konvensi Palermo, TOC adalah kejahatan yang 
memenuhi karakteristik sebagai berikut : 
a) Kejahatan ini terkait lebih dari satu negara 
b) Kejahatan ini dalam satu negara tapi substansinya menjadi sebagian dari 
persiapan, perencanaan, kelangsungan, atau dikontrol dari negara lain. 
c) Kejahatan ini terkait dengan satu negara tetapi juga terkait dengan 
kelompok-kelompok criminal yang berhubungan dengan aktifitas criminal 
yang ada di berbagai negara. 
d) Kejahatan ini terkait dengan satu negara tetapi hal ini dapat menjadi efek 
untuk seluruh dunia.  
Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa kejahatan transnasional 
merupakan kejahatan yang lintas antarnegara. Kejahatan ini merupakan tipe 
kejahatan yang terencana, terorganisir, dan memerlukan persiapan matang. 
Lebih dari satu negara sebagai fokus pelaku kejahatan transnasional 
berdasarkan definisi di atas. Perlu diketahui pelakunya tak hanya negara namun 
individu dan kelompok juga bisa berperan sebagai sponsor tak sekadar sebagai 
                                                                 
29
Protocol to prevent, Suppress and punish trafficking in Persons, especially Woman and  
Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized 
Crime, United Nations,2000 
http://www.uncjin.org/Documents/Coventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_
eng.pdf 
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pelaku. Motif dalam melakukan kejahatan kadang bisa saja kejahatan ini 
dilakukan tanpa motif apapun. Juga perlu ditambahkan bahwa tipe kejahatan 
ini tidak memandang ideologi, suku bangsa atau agama dari pelakunya. 
Selanjutnya dalam hal adopsi dan pengesahan oleh Indonesia, 
UNCATOC disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 12 Januari 2009 
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Kejahatan 
Transnasional yang Terorganisasi adalah sebuah konvensi yang dilakukan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah masalah kejahatan terorganisasi 
lintas batas negara.)30 Dalam pasal 2(a) definisi dari Organized criminal group: 
“Organized criminal group" shall mean a structured group of three 
or more persons, existing for a period of time and acting in concert 
with the aim of committing one or more serious crimes or offences 
established in accordance with this Convention, in order to obtain, 
directly or indirectly, a financial or other material benefit31 
Berdasarkan definisi di atas, kelompok kejahatan terorganisir adalah 
kelompok yang terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang telah 
ada dalam kurun waktu tertentu dan bertindak secara tertata dengan tujuan 
untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius atau kejahatan yang 
dilakukan sesuai dengan Konvensi ini, dalam rangka memperoleh secara 
langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya. 
                                                                 
30
   http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html 
31
   United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi) 
      http://www.un-documents.net/uncatoc.htm 
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       Dari definisi diatas, Transnational Organized Crime dapat dijelaskan 
dan meliputi:  
1) Dilakukan di lebih dari satu negara 
2) Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara 
lain 
3) Melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih 
satu negara 
4) Berdampak serius pada negara lain.  
Konsep Transnational Crime atau Transnational Organized Crime 
berkaitan dengan aktifitas-aktifitas kejahatan yang terjadi tidak hanya dalam 
skala lokal atau dalam negeri belaka, atau lebih jauh secara bilateral antar dua 
negara yang bertetangga, namun lebih jauh melibatkan lebih dari dua negara, 
yang tidak hanya berada dalam satu regional namun juga berskala 
internasional. Dengan kata lain telah melangkahi batasan-batasan negara. 
Bila Organized Crime identik sebagai suatu organisasi kejahatan 
tertentu, maka Frank J.Marine memberikan penjelasan konsep Transnational 
Crime sebagai, "…serious crimes that either significantly affect more than one 
country or are carried out across national borders and thus involve criminal 
activity in more than one country…”32 
Dari penjelasan tersebut dapat dicermati bahwa apa yang selama ini 
diindikasikan sebagai kegiatan organized crime khususnya perdagangan 
perempuan dari suatu negara ke negara lain yang persiapan, perencanaan, 
                                                                 
32
    Frank J. Marine, The Threats posed by Transnational Crimes and Organized Crime Groups   
dalam UNAFEI Resource Material Series No. 54, page. 26. 
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pengarahan dan pengawasannya telah direncanakan merupakan suatu 
Transnational Crime.33 
C. Konsep Perdagangan Perempuan 
Secara teoritis, tidak adanya definisi yang dapat berlaku umum untuk 
menjelaskan perdagangan perempuan. Hal ini disebabkan fenomena tersebut 
sangat kompleks, terus berubah, dan menyentuh berbagai isu sensitif seperti 
prostitusi, uang, narkotika, penyelundupan dan migrasi. Pada tataran 
internasional, masalah perdagangan manusia (trafficking) khususnya 
perdagangan perempuan dan anak telah ditangani di dalam United Nations 
Trafficking Protocol yang sekaligus memuat definisi yang jelas dan dapat 
diterima serta diakui secara mendunia mengenai trafficking34 
Pemahaman perdagangan manusia (trafficking) berkembang mengikuti 
perkembangan zaman. Perkembangan historis diungkapkan oleh Chew dan 
Wijers.35 Pada awalnya merujuk kepada perdagangan budak kulit putih yang 
dialami oleh perempuan pada sekitar tahun 1900. Pada masa itu, banyak 
perempuan miskin kulit putih yang bermigrasi secara sukarela dari Eropa ke 
Arab dan daerah timur Amerika sebagai selir ataupun pekerja seks komersial. 
Hal ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Eropa kelas menengah, baik 
laki-laki dan perempuan, juga pihak pemerintah. Hasilnya adalah terbentuknya 
kesepakatan internasional untuk menekan perdagangan budak kulit putih pada 
                                                                 
33
   Mohammad Irvan Olii, Dinamika Bisnis Drugs Dalam Hubungannya Dengan Organized  
Crime dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. III Desember 2002 h. 46  
34
   Sulistyowati Irianto.2005. Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika. 
Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.h.11-12 
35
  L.M. Gandhi Lapian dan Hetty A. Geru, Trafiking Perempuan dan Anak, Jakarta, Yayasan 
Obor Indonesia, 2010, hal. 4 
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tahun 1904. Kemudian istilah perdagangan manusia berubah penggunaannya 
kepada aktivitas mobilisasi perempuan untuk tujuan yang dianggap tidak 
bermoral, yaitu prostitusi. Pada awalnya, definisi tersebut diperuntukkan 
sebatas mobilisasi yang dilakukan di dalam negara. Akan tetapi, menjelang 
tahun 1910 definisi itu diperluas hingga mencakup juga perdagangan 
perempuan yang terjadi dalam batas-batas transnasional. Akibatnya perempuan 
yang bermigrasi seringkali dilekatkan dengan prostitusi.36Sehingga dapat 
dipandang sebagai pemindahan perempuan secara paksa keluar negeri untuk 
tujuan prostitusi hanya difokuskan pada aspek ini.  
Kemudian definisi perdagangan perempuan telah mengalami perluasan 
dari definisi dan bentuknya berkembang mengikuti perkembangan zaman. 
seperti yang terlihat pada konsep yang dikembangkan oleh CEDAW 
(Convention on the Elimination of Discrimination Against Women). Konvensi 
CEDAW adalah sebuah traktat non-diskriminasi yang cakupannya luas, 
dibentuk agar pemerintah mengambil tindakan yang tepat untuk menghapus 
segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini dibuat pada 
tahun 1979 dan berlaku tahun 1981. Perjanjian- perjanjian yang ada pada 
umumnya mengatur tentang pengakuan hak, kewajiban negara sebagai 
sandaran pelaksanaan dan mekanisme pelaporan dan pemantauannya37 
Disetujuinya Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade 
                                                                 
36
   Howard B. Tolley Jr, Human Trafficking, Encyclopedia of Human Rights Oxford University 
press, 2009, Vol.2 h.494-495. 
37
 Marsha A.Freeman, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, 
Encyclopedia of Human Rights Oxford University press,2009 Vol.2 h.332. 
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perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak 
perempuan di seluruh dunia. Konsep yang dikembangkan oleh CEDAW 
selanjutnya oleh Indonesia dikenal sebagai Konvensi Perempuan definisinya 
pertama kali digunakan  oleh Indonesia mengenai perdagangan perempuan.38 
Selanjutnya, pada tataran internasional, masalah perdagangan manusia 
khususnya perdagangan perempuan dan anak telah ditangani oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjawab permasalahan perdagangan manusia 
(trafficking) menjadi suatu definisi yang jelas dan dapat diterima secara 
universal lahirlah Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 
Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations 
Convention Against Transnational Organized Crime atau Protokol Perserikatan 
Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan 
Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum 
PBB pada tanggal 15 November 2000 dan selanjutnya disebut United Nations 
Trafficking Protocol.39Kemudian di perjelas lagi dengan konvensi dan protokol 
(tambahan terhadap konvensi) yang ditandatangani pada Desember 200040 
Dalam protokol tersebut dalam pasal 3 sub-paragraf (a) lampiran II 
mengurai definisi dari perdagangan manusia secara rinci, yaitu : 
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    Sulistyowati Irianto,2005. Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika. 
Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.h.19 
39
    Ibid, h.20 
40
   The UN Trafficking in Persons Protocolditandatangani di Palermo, Italy. Hal ini juga disebut 
sebagai Protokol Palermo. Protokol ini lahir di Kota Palermo Itali pada 12 Desember 2000. 
Protokol ini merupakan suplemen dari Konvensi PBB menegaskan bahwa masalah 
perdagangan manusia masuk dalam ranah pencegahan kejahatan.yang juga oleh Indonesia 
mengadopsi Protokol Palermo ke dalam UU PTPPO No.21 tahun  2007 dan hingga tanggal 5 
Maret 2009, Indonesia mengesahkan kembali protokol Palermo dengan UU No.14 tahun 2009 
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The recruitment, transportation, transfer, harbouring orreceipt 
of persons, by means of the threat or use of force or others form 
of coercions, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of 
power or of a position of vurnerability or of the giving or 
receiving of payments or benefits to achieve the consent of a 
person having control over another person, for the purpose of 
exploitation. Exploitation shall include, at aminimum, the 
exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual 
exploitation, forced labour or services, slavery or practices 
similar to slavery, servitude or the removal of organs41 
Pasal 3(a) menyatakan perdagangan manusia adalah perekrutan, 
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang 
melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari 
kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga 
mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang 
lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak 
eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari ekspolitasi seksual, 
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip 
perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh. 
Berdasarkan definisi di atas, tabel berikut dapat menjadi alat yang 
berguna untuk menganalisis kasus-kasus individu dan untuk menentukan 
apakah mereka masuk dalam kategori perdagangan atau tidak. Sebuah kasus 
perdagangan manusia harus memiliki setidaknya salah satu unsur dari  tiga 
poin : kriteria, proses/cara dan tujuan 
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  Protocol to prevent, Suppress and punish trafficking in Persons, especially Woman and 
Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized 
Crime, United Nations,2000. pasal 3 sub-paragraf (a) lampiran II 
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Tabel 1 : Konsep Trafficking 
 
 
 
 
 
 
  
    Sumber :UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 
Persons, especially Women and Children; Supplement to the UN 
Convention against Transnational Organized Crime. 
Berdasarkan pemaparan diatas, memuat tiga unsur yang berbeda dan 
saling berkaitan yang secara kumulatif harus ada agar perdagangan manusia 
dapat dikatakan telah terjadi, yaitu:  
1) Pengertian perdagangan manusia mencakup bentuk tindakan kegiatan 
kriminalnya, yaitu perekrutan, pengangkutan, pengiriman, 
penyembunyian atau penempatan orang. 
2) Cara-cara yang digunakan yaitu dengan menggunakan ancaman atau 
penggunaan kekerasan ataupun berbagai bentuk tekanan lainnya, 
penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, korban pemalsuan, disiksa/dianiaya serat dijual untuk 
mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu. 
Kriteria  Proses/Cara  Tujuan 
Rekrutmen 
Pengangkutan 
Pengiriman 
Penyembunyian  
Penempatan 
 
 Ancaman 
Paksaan 
Penculikan 
Penipuan 
 Penyekapan 
 Kecurangan 
 Penyalahgu
naan 
kekuasaan 
 Prostitusi 
Pornografi 
Eksploitasi seksual 
Kerja paksa dengan -
upah yang tidak layak 
Perbudakan serta –
praktek yang mirip 
lainnya 
44 
 
3) Tujuan perdagangan manusiayaitu untuk eksploitasi. Artinya orang 
tersebut dieksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain dari 
eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, 
serta bentuk eksploitasi lainnya. 
Definisi mengenai Trafficking telah di bahas dalam forum-forum 
internasional dan selanjutnya oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah 
membentuk unit khusus yaitu United Nations Office and Drugs and Crime 
(UNODC) yang berkonsentrasi juga dalam masalah perdagangan manusia dan 
penyelundupan imigran gelap. Perdagangan manusia berdasarkan UNODC 
adalah “ pendapatan (bisnis) yang diperoleh dengan cara yang jahat, seperti 
pemaksaan, penipuan, atau muslihat dengan tujuan untuk mengeksploitasi 
mereka”42 
Adanya Organisasi internasional seperti International Organization for 
Migration (IOM)  yang memberikan perhatian terhadap buruh migran 
khususnya perempuan sebagai korban memberikan definisi tentang 
perdagangan manusia sebagai berikut: 
 Trafficking in human beings occurs when a migrant is illicity 
engaged (recruired, kidnapped, sold, etc) and/or moved, either 
withinnational or across international borders; intermediaries 
(traffickers) during any part of this process obtain economicor 
other profit by means of deception, coercion and/or others forms 
of explanation under conditions that violate the fundamental 
human rights of migrants43 
 
                                                                 
42
   Budi Winarno,2011, Isu-isu Global Kontemporer.Yogyakarta:CAPS, h.302.  
43
   Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia March 2005- June 2010, http://www.iom.or.id/     
Diakes Pada 26 Februari 2013 
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Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, jelas bahwa trafficking 
merupakan Pidana Internasional. Oleh karena itu, mengingat prinsip-prinsip 
hukum Pidana Internasional, semestinya semua negara berkewajiban untuk 
menanggulangi trafficking tersebut. 
Dari beberapa definisi di atas dapat dicermati tentang karakteristik 
women in trafficking antara lain sebagai berikut bahwa semua perempuan 
memiliki resiko yang sama menjadi korban women trafficking, terutama 
perempuan dari negara-negara miskin atau Dunia III. Trafficking dapat terjadi 
dalam batas wilayah negara-bangsa itu sendiri, antarnegara di sebuah kawasan 
maupun internasional.  
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BAB III 
PERDAGANGAN PEREMPUAN DI INDONESIA 
A. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan Di Indonesia 
Segala tindakan terhadap perempuan dan anak yang meliputi 
perekrutan, pengangkutan, pemberangkatan  antar daerah/antar negara 
pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan 
sementara atau di tempat tujuan adalah bentuk dari trafficking sekaligus 
definisi yang dipakai untuk menyebutkan Trafficking itu seperti apa. Dengan 
cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, 
memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika orang tidak memiliki pilihan 
lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan uang dan sebagainya). 
Memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana perempuan 
dan anak-anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh 
migran ilegal mau legal, adopsi anak, pengantin pesanan, kawin kontrak, 
pembantun rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat 
terlarang, penjualan organ tubuh manusia, kerja paksa serta bentuk-bentuk 
eksploitasi lainnya44. 
Untuk lebih ringkas dapat menggunakan tabel trafficking di bawah ini : 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
44
   Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 15 
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Tabel 2 : Unsur-Unsur pokok Trafficking manusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : http://www. Stoptrafiking.or.id, Definisi Trafiking, Diakses tanggal 3 Maret 2012
45. 
Tabel di atas di terjemahkan dari defenisi PBB sebagai alat yang berguna 
untuk mengukur suatu kasus, apakah dapat dikategorikan sebagai trafficking 
(perdagangan manusia) atau tidak. Suatu kasus dapat dikatakan trafficking bila 
memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga unsur di atas ini yang terdiri dari 
proses, cara dan tujuan. Adanya persetujuan dari korban tidaklah relevan untuk 
                                                                 
45
 http://www. Stoptrafiking.or.id, Definisi Trafiking, Diakses tanggal 3 Maret 2012 
Proses  Jalan/Cara +
+ 
Tujuan 
Perekrutan  Ancaman  Prostitusi 
ATAU  ATAU  ATAU 
Pengiriman  Pemaksaan  Pornografi 
ATAU  ATAU  ATAU 
Pemindahan  Penculikan  kekerasan/eksploitasi 
seksual 
ATAU  ATAU  ATAU 
Penampungan  Penipuan  Kerja Paksa 
ATAU  ATAU  ATAU 
Penerimaan  Kecurangan 
ATAU 
Kebohongan 
ATAU 
penyalahgunaan 
kekuasaan 
ATAU 
penyalahgunaan 
posisi rentan 
ATAU  
penjeratan utang 
ATAU 
memberi bayaran 
ATAU 
manfaat sehingga 
memperoleh 
persetujuan dari orang 
yang memegang 
kendali atas orang 
lain tersebut  
 Perbudakan / praktek 
serupa  perbudakan 
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diperhitungkan atau dipertimbangkan sebagai salah satu unsur yang harus ada 
atau dipenuhi. 
Secara teoritis dan praktis, perdagangan perempuan dan anak dapat 
terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuknya yang bersifat eksploitatif 
maupun pelanggaran hak asasi manusia, baik pada saat proses, cara maupun 
tujuan. Hasil lokakarya internasional tentang Migrasi Internasional dan 
Perdagangan Perempuan di Thailand pada bulan oktober 1994 yang 
diselenggarakan oleh Global Alliance Against Traffic In Women (GAATW) 
merumuskan beberapa bentuk perdagangan perempuan berdasarkan tujuannya, 
yang antara lain sebagai berikut.46 
1. Perdagangan perempuan untuk kerja seks. 
2. Perdagangan perempuan untuk kerja domestik. 
3. Perdagangan perempuan untuk perkawinan. 
4. Perdagangan perempuan untuk kerja paksa. 
5. Perdagangan perempuan untuk mengemis. 
Selain itu , bentuk  lain dari Trafficking47, diantaranya:  
a) Pembantu Rumah Tangga (PRT) baik di luar maupun wilayah Indonesia. 
PRT baik yang bekerja di luar negeri maupun yang di Indonesia di-traffic 
ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib 
yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau 
                                                                 
46
   Nur Iman Subono, Jurnal Perempuan: Trafficking dan Kebijakan, Yayasan Jurnal Perempuan, 
Jakarta Selatan hal 23.  
47   Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2010 
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yang dikurangi, kerja karena jeratan utang, penyiksaan fisik maupun 
psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, 
dan tidak boleh menjalankan kewajiban agamanya atau diperintah untuk 
melanggar kaidah-kaidah agamanya. Beberapa majikan adan agen menyita 
paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak 
mencoba melarikan diri. 
b) Bentuk lain dari kerja migran baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. 
Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang 
lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan 
keahlian di pabrik, restoran, industri, atau toko kecil. Beberapa buruh 
migran ini di-traffic ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan 
berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. 
c) Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya terutama di luar negeri. Sejumlah 
Perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau 
penghibur di negeri asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari 
perempuan ini dipaksa untuk bekerja di Industri seks atau pada pekerjaan 
dengan kondisi mirip perbudakan. 
d) Pengantin pesanan terutama di luar negeri. Beberapa perempuan yang 
bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu 
dengan perkawinan. Dalam kasus semacam ini, para suami mereka 
memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja bagi keluarga mereka dengan 
kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks. 
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e) Buruh/pekerja anak terutama di Indonesia. Beberapa anak yang berada di 
jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai dan bekerja di 
perkebunan telah di-traffic ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. 
f) Penjualan bayi baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh 
migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu pada saat di luar 
negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya di 
adopsi. 
B. Fenomena Perdagangan Perempuan Warga Negara Asing ke Indonesia 
Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Bangsa 
Indonesia. Pada jaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian 
pelengkap dari sistem pemerintahan. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang 
raja digambarkan mempunyai kekuasan penuh, antara lain tercermin dari 
banyaknya selir yang dimilikinya. Sistem pemerintahan ini belum 
menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan 
dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi 
nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. 
Kemudian Pada masa penjajahan VOC Belanda yang menguasai Batavia abad 
ke-17, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu 
untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, 
pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Awalnya 
masyarakat Betawi menyebut pelacur dengan sebutan cabo. Kata ini berasal 
dari bahasa China Caibo yang kurang lebih berarti wanita malam. Awalnya 
memang praktik pelacuran banyak dijalankan oleh pendatang dari Tionghoa. 
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Lokalisasi pertama bernama Macao Po. Lokasinya di dekat Stasiun Kota, 
Jakarta. Ketika itu, pusat niaga dan keramaian memang berpusat di wilayah 
yang kita kenal sebagai kawasan Kota Tua. Macao Po ini merupakan lokalisasi 
kelas atas. Pengunjungnya adalah pejabat VOC yang memang doyan main 
wanita dan korupsi48.selain lokalisasi kelas atas, ada pula lokalisasi kelas 
menengah dan bawah yang berada di kawasan glodok tidak jauh dari kota tua. 
Setelah itu , Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi 
seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan 
Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa 
dari Singapura, Malaysia dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi 
Jepang49. Setelah Indonesia merdeka, pelacuran masih menjamur di Jakarta. 
Pusat-pusat lokalisasi yang terkenal antara lain di Gang Hauber di kawasan 
Petojo, Jakarta Pusat,Mangga Besar. Lalu Planet, di kawasan Senen Gunung 
Sahari, Kramat Tunggak, Jakarta Utara dan lokasi ini masih bisa kita jumpai 
sampai sekarang. 
Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat 
menghargai Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak 
ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum Bangsa Indonesia 
menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan 
terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai 
                                                                 
48
   Ensiklopedi Jakarta yang diterbitkan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Pemprov DKI 
Jakarta tahun 2005  
49
   Terence H Hull, Endang Sulistyaningsih dan Gavin W Jones,1997, Pelacuran di Indonesia, 
Sejarah dan Perkembangannya , Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan the Ford 
Foundation, Jakarta 
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dengan lima belas tahun  tertuang dalam Pasal 324-337 KUHP.50 Namun 
kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang meng-
akselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh agen kejahatan untuk 
menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang 
baru yaitu  perdagangan orang (Trafficking In Persons), yang beroperasi secara 
tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker)  
yang dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara dengan 
sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam 
mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak 
berdaya untuk membebaskan diri.  
Perdagangan manusia adalah masalah yang meningkat dan melibatkan 
eksploitasi seksual dan eksploitasi tenaga kerja yang mempengaruhi semua 
wilayah dan sebagian besar negara di dunia. Seks dan tenaga kerja 
perdagangan perempuan merupakan fenomena yang rumit dengan banyak 
kekuatan yang mempengaruhi keputusan wanita bekerja di luar negeri. 
Perempuan mungkin menjadi korban perdagangan manusia ketika mereka 
mencari bantuan untuk mendapatkan pekerjaan, izin kerja, visa dan dokumen 
perjalanan lainnya. Para penyelundup memangsa wanita yang rentan dan bisa 
memikat mereka ke dalam jaringan kejahatan melalui janji-janji palsu dan 
penipuan kondisi kerja yang layak dan membayar adil. Wanita pergi ke luar 
negeri karena mereka mengira akan bekerja di industri seks, tetapi tanpa 
                                                                 
50
   Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) SERA Komentar-komentar Lengkap 
dengan Pasal demi pasal,1994.   
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kesadaran tentang kondisi kerja yang mengerikan dan kekerasan yang 
menyertai bisnis perdagangan. Wanita lain menjawab pekerjaan iklan untuk 
posisi di luar negeri seperti penari, pelayan dan pengasuh, hanya untuk dipaksa 
masuk ke dalam prostitusi dan perbudakan seksual. Di negara tujuan, wanita 
mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual dan perkosaan, pemenjaraan, 
ancaman dan bentuk-bentuk paksaan. 
Wanita - wanita warga negara asing, terutama dari daratan Cina dan 
Uzbekistan yang masuk ke Indonesia, ternyata merupakan jaringan 
perdagangan wanita internasional yang terorganisir. Mereka dikendalikan oleh 
kelompok yang memiliki jaringan luas. Keberadaan para pekerja seks 
komersial asing di tempat hiburan malam di Kota Jakarta, memang baru 
muncul dalam beberapa tahun terakhir. Mereka ada karena peran sebuah 
organisasi yang memiliki jaringan luas di sejumlah negara, yaitu mafia 
perdagangan wanita.51 
Para mafia trafficking membujuk para gadis di kawasan Cina daratan, 
terutama di kawasan utara yang merupakan kawasan penduduk miskin. Di 
daerah ini, memang terkenal wanita-wanitanya cantik, atau dari kawasan 
penduduk miskin di Uzbekistan, Thailand atau Vietnam. Para wanita cantik ini 
di tempatkan di suatu negara dalam waktu tertentu. Setelah itu mereka 
dipindahkan ke negara lain untuk penyegaran. Indonesia, memang salah satu 
sasaran empuk mafia perdagangan wanita ini karena dengan mudah dapat 
                                                                 
51
 http://www.indosiar.com/ragam/bunga-dagangan_77682.html,  diakses pada tanggal 15 Maret 
2012.  
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dijumpai lokasi-lokasi hiburan malam. Dari hasil penyelidikan aparat 
kepolisian, hampir semua pekerja seks komersial datang ke Indonesia dengan 
paspor dan visa resmi. Namun, mereka kemudian menyalahgunakan visa. 
Banyak dari PSK asing terutama yang datang dari Cina ternyata 
memiliki KTP namun palsu. Keberanian mereka memiliki KTP palsu karena 
secara fisik mereka tidak ada bedanya dengan warga Tionghoa lain, yang 
merupakan warga negara Indonesia. Sehingga mereka yakin tidak ada 
kecurigaan aparat kecuali jika dalam operasi atau razia khusus. Mereka datang 
diangkut oleh anggota sindikat perdagangan wanita. Semua keperluannya 
termasuk dokumen keimigrasiannya diurus oleh jaringan tersebut. Setelah 
sampai di Jakarta, sebagian besar mereka ditampung di sebuah apartemen yang 
sekaligus menjadi tempat tinggal selama berada di Jakarta. Dari pengakuan 
seorang germo (mucikari), kebutuhan para wanita Uzbek atau cungkok sudah 
dipenuhi oleh agen yang mendatangkannya ke Indonesia.  
Para wanita ini memang sulit dijerat secara hukum karena mereka 
merupakan korban perdagangan wanita. Mereka hanya dijadikan saksi jika ada 
mucikari atau agen yang tertangkap dan diadili. Aparat kepolisian sangat sulit 
menjerat mereka dengan tuduhan prostitusi, kecuali jika mereka tertangkap 
basah tengah melayani hidung belang. Karena itu sebagian besar PSK asing 
yang tertangkap dalam sebuah operasi akan diserahkan ke kantor imigrasi. 
Setelah itu tentu mereka akan di deportasi ke negara asalnya. Seringnya 
dilakukan razia PSK asing oleh aparat keamanan, ternyata tidak menyurutkan 
kegiatan mafia perdagangan wanita. Jika ada yang tertangkap dan di deportasi 
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bagi mereka justru merupakan saat untuk mengganti para PSK yang baru. Di 
sisi lain deportasi bagi para PSK ini, sama saja memulangkan mereka secara 
cuma-cuma karena dibiayai oleh negara. Karena itu memberantas jaringan 
pekerja wanita tidak mungkin dilakukan sendiri oleh suatu negara. 
C. Proses/Cara Perdagangan Perempuan Warga Negara Asal Uzbekistan di 
Jakarta 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, 
terletak di  kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 
buah pulau dengan  luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 
km2. Jika kita perhatikan  lokasi negeri kita maka kita lihat  di utara dan 
selatan ada benua-benua, sedang di timur dan barat ada samudra-samudra. 
Dapat dikatakan bahwa posisi Indonesia ada di satu, di tengah-tengah 
percaturan lalu lintas kehidupan dunia ang sangat ramai.52 
Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas 
sebagai  berikut :   
Gambar 2: Posisi Indonesia di antara beberapa negara, laut dan 
samudera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Peta Indonesia http://www.invonesia.com/letak -geografis-indonesia.html 
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 http://www.invonesia.com/letak-geografis-indonesia.html  
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 Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. 
 Selatan : Negara Australia, Samudera Hindia 
 Barat : Samudera Hindia 
 Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, Samudera Pasifik   
Posisi silang tersebut dengan sendirinya berpengaruh atas kehidupan 
bangsa  kita dari masa  ke masa, baik secara menguntungkan maupun yang 
merugikan.  Posisi kepulauan kita yang baik itu mudah untuk mendatangkan 
ancaman dari luar, lebih-lebih kalau posisi kita dihubungkan dengan sumber 
daya alam yang kita miliki. Letak geografi yang strategis pada persimpangan 
dua benua dan dua samudra menyebabkan Indonesia secara langsung maupun 
tidak langsung dapat terlibat aktif dalam permasalahan kejahatan Transnasional 
khususnya ancaman human trafficking. Masih lemahnya penjagaan wilayah 
perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, 
serta masih terbatasnya kerjasama internasional maupun regional dalam 
masalah human trafficking menjadikan Indonesia sebagai lading yang  subur 
bagi tumbuhnya kejahatan transnasional khususnya human trafficking.   
Perdagangan manusia dewasa ini telah menembus batas dan budaya 
internasional. Meski demikian Indonesia setidaknya menjadi daerah penyuplai 
bahkan tujuan trafficking di dunia internasioanal. Proses migrasi yang 
terkadang sangat kompleks dengan berbagai persoalan legal dan ilegalnya para 
pekerja turut mempengaruhi persentasi  jumlah  korban perdagangan orang. 
Ada beberapa jalur trafficking baik itu yang masuk ke Indonesia maupun yang 
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keluar dari Indonesia. Di Indonesia sendiri, jalur masuk trafficking melalui 
jalur udara di Batam, Pontianak, Banjarmasin, Jakarta, Solo, Surabaya. Modus 
operandi ini sebenarnya bisa terdeteksi dari pihak keamanan namun sudah 
menjadi rahasia umum bahwa banyak pula oknum yang bermain illegal dibalik 
operasi ini. Baik dari pihak kepolisian ataupun keimigrasian. Selain itu ada 
beberapa jalur lain seperti Bangkok, Kuala Lumpur, dan ada juga melalui 
Singapura. Ketiga kota ini merupakan kota terbesar dalam hal trafficking dan 
smuggling. Selain itu ada juga melalui Australia.  
Pada umumnya sasaran dari korban yang mengalami trafficking masuk 
ke Indonesia berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu. Selain itu, juga ada 
pekerja seks komersial professional. Pada dasarnya pekerja seks komersial ini 
memang atas kemauan diri sendiri dan berupaya memenuhi kebutuhan 
hidupnya terlepas dari hal itu kejahatan atau bukan. Dengan menggunakan visa 
kebudayaan dan cocok di negara tujuannya, profesi itu tetap dijalani. Lebih 
dari 25 korban perdagangan seks dari Uzbekistan diidentifikasi pada tahun 
2010, dan ada laporan dari para korban yang berasal dari Cina, Thailand, 
negara-negara Asia Tengah lainnya, dan Eropa Timur yang mengalami 
eksploitasi di Indonesia.53 
Presentasi perempuan dari negara Uzbekistan yang ada di Indonesia 
tidak terlalu besar tetapi persoalannya terletak dari kegemaran laki laki yang 
menyukai tipe perempuan Uzbekistan, dilihat dari postur kemolekan dan 
wajahnya. Kemudian ada pula laki laki yang menyukai dengan tipe kulit 
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http://humantrafficking.org/countries/indonesia diakses pada tanggsl 25 februari2012 
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kuning yaitu orang Cina/Taiwan pun perempuan lokal. Berkembangnya 
perempuan Uzbekistan masuk ke indonesia setelah negara Rusia pecah. Dari 
hal ini bisa disimpulkan bahwa perkembangan globalisasi sangat mendukung 
prostitusi manca negara. Uni Soviet pecah pada tahun 1991 dan sudah 
memobilisasi feminisasi, dimana perempuan lebih mandiri dan tidak menjadi 
persoalan buat mereka ketika semakin banyak dari mereka melakukan imigrasi 
internasional dan di manfaatkan oleh TOC. 
Dari literatur diketahui bahwa jaringan mafia seperti yakuza, triad, 
mafia Rusia melakukan transaksinya di tingkat internasional. Salah satu modus 
operandi adalah keluarga negara asal si perempuan sendiri yang mengirim 
korban karena keluarga memiliki jaringan dengan pelaku perdagangan. Bisa 
jadi karena pertemanan saja, entah itu  person to person atau independen. 
Modus yang paling banyak dilakukan yaitu adanya organisasi tidak terstruktur 
yang memberi iming-iming kepada mereka atau kebaikan kepada calon korban 
ini supaya mereka tertarik. Biasanya trafficking ini mempunyai agen sindikat 
yang pusatnya tidak di negara tujuan tersebut, namun di suatu daerah yang sulit 
terdeteksi, kemudian sindikat yang berada di negara tujuan itu merupakan 
pelaku yang berperan sebagai orang ketiga atau keempat yang mengatur 
perjalanan dari menyiapkan transportasi, mengatur penempatan, sampai tempat 
tinggalnya. Mereka sudah mengaturnya dengan rapi dan terorganisir. 
Salah satu kasus yang paling hangat baru-baru ini adalah penangkapan 
Samir Muzaev oleh pemerintah Indonesia yang dibantu oleh pemerintah 
Uzbekistan. Dari red notice interpol yang bermarkas di Lyon, Perancis, 
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diketahui bahwa tersangka ternyata dalam pencarian interpol untuk kasus 
people smuggling, people trafficking dan pemalsuan dokumen imigrasi. Data 
beberapa korban tidak bisa teridentifikasi. Samir Musaev tertangkap bukan atas 
tindak pidana perdagangan perempuan saja, tetapi juga kasus penculikan, 
penganiyaan, dan pemerasan. Di Uzbekistan sendiri, dia adalah buron jaringan 
sindikat trafficking. Samir memasukkan warga negara Uzbekistan ke Indonesia 
untuk di perdagangkan di tempat hiburan. Tetapi penangkapan Samir di 
Indonesia bukan atas tindak pidana trafficking tetapi laporan kasus 
penganiayaan oleh korbannya. Setelah di tangkap dan diamankan di Polda 
Metro Jaya, Interpol menerima laporan bahwa Samir Muzaev adalah buron 
yang selama ini di cari oleh pemerintah Uzbekistan. Dia merupakan tersangka 
kasus penculikan dan penganiayaan juga kasus perdagangan manusia di 
Uzbekistan tahun 2004. Lalu pada Agustus 2009, Musaev masuk dalam DPO 
Interpol. Data lain, Samir Musaev juga menggunakan KTP Indonesia 
bertempat di Purwokerto. Serta memiliki dokumen kewarganegaraan seperti 
KITAP/ KITAS (kartu izin tinggal terbatas/tetap). Maka dari itu dikenakan 
pasal berlapis mengenai pemalsuan dokumen kewarganegaraan. Dari data yang 
di himpun Polda Metro Jaya, Musaev kerap menjual wanita-wanita muda asal 
Uzbekistan untuk bekerja sebagai pekerja seks di klub-klub malam Jakarta.   
Samir Musaev ditangkap di Polda Metro Jaya pada tanggal 11 Juni 
2012, karena terlibat tindak pidana penculikan, pemerasan dan penganiayaan di 
60 
 
Indonesia54 Atas keterlibatan dalam kejahatan tersebut, pada tanggal 13 
November 2012, Musaev Samir dijatuhi vonis hukuman penjara selama 5 
bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.  Musaev Samir yang lahir 
di Baku City, Azerbaijan tanggal 24 Juli 1973, juga menjadi buronan 
INTERPOL Tashkent, Uzbekistan yang merupakan tersangka dalam tindak 
pidana perdagangan orang di Uzbekistan. Red Notice Musaev Samir telah 
diterbitkan oleh ICPO INTERPOL pada tanggal 21 Agustus 2009.  Dengan 
penangkapan dan penahanan tersebut, pemerintah Republik Uzbekistan secara 
resmi menyampaikan permintaan ekstradisi kepada pemerintah RI atas nama 
Musaev Samir Orudj Ogly melalui Nota Diplomatik tanggal 10 Agustus 2012. 
Namun mengingat belum ada perjanjian ekstradisi bilateral antara Pemerintah 
RI dengan pemerintah Republik Uzbekistan, maka untuk memproses 
permintaan ekstradisi  Samir Musaev harus mendapatkan persetujuan dari 
presiden tentang ekstradisi dimana bagi negara yang belum mempunyai 
perjanjian ekstradisi harus mendapat izin dahulu dari presiden RI.55 
Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan NCB Interpol Indonesia, 
kedutaan besar Uzbekistan, kedutaan besar Bulgaria, dan pihak imigrasi 
bekerja sama untuk mengungkap dugaan kasus trafficking yang melibatkan 
Samir Musaev. Interpol dengan bantuan data imigrasi melakukan 
penghimpunan data catatan kriminal yang dilakukan Musaev termasuk para 
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korban perdagangan. Selain itu, lalu lintas perjalanannya ke mana saja dan 
bagaimana dia masuk ke Jakarta juga sangat diperlukan. Terkait kasus Samir 
Musaev sendiri, pemerintah Indonesia belum bertindak banyak sebelum surat 
ekstradisi dari pemerintah otoriter Uzbekistan di kirimkan.56 
Penelitian mengenai adanya warga negara asing asal uzbekistan di 
indonesia dan tertangkapnya mucikari asal Uzbekistan yang bernama Zamir 
Musaev ini sebagai bukti masih maraknya perdagangan perempuan yang 
terjadi di Jakarta tetapi data yang dimiliki Cuma sebagian kecil. Hal ini 
memang memiliki banyak kendala seperti reaksi dari pemerintah uzbekistan 
sendiri mengenai masalah trafficking warga negaranya sendiri yang berada di 
indonesia cenderung tertutup dalam hal trafficking dan kasus- kasus 
terselubung lainnya serta tidak ada jaminan memperoleh data  sehingga data 
yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data IOM ( Organization for 
Migration ) dan NCB INTERPOL INDONESIA masih tergolong sedikit 
dibandingkan fenomena trafficking WNA uzbekistan yang terlihat dan tercatat 
dari tahun 2003 hingga sekarang masih ada.  
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BAB IV 
PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN WARGA 
NEGARA ASING ASAL UZBEKISTAN DI JAKARTA 
 
A. Penyebab Terjadinya Woman Trafficking Warga Negara Asing asal 
Uzbekistan di Jakarta 
Woman trafficking hanya merupakan sekian dari akibat yang diciptakan 
oleh adanya globalisasi. Indonesia sebagai sumber dan tujuan utama pada 
tingkat yang jauh lebih rendah, tujuan dan negara transit bagi perempuan, 
anak-anak, dan orang-orang yang mengalami perdagangan seks dan kerja 
paksa. Istilah perdagangan manusia berubah penggunaannya kepada aktivitas 
mobilisasi perempuan untuk tujuan yang dianggap tidak bermoral, yaitu 
prostitusi. Pada awalnya, definisi tersebut diperuntukkan sebatas mobilisasi 
yang dilakukan di dalam negara. Akan tetapi, menjelang tahun 1910 definisi itu 
diperluas hingga mencakup juga perdagangan perempuan yang terjadi dalam 
batas-batas transnasional. Akibatnya perempuan yang bermigrasi seringkali 
dilekatkan dengan prostitusi.57 Sehingga dapat dipandang sebagai pemindahan 
perempuan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi hanya difokuskan 
pada aspek ini. 
Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, 
perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan 
paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang 
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   Howard B. Tolley Jr, Human Trafficking, Encyclopedia of Human Rights Oxford University 
press, 2009, Vol.2 h.494-495. 
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dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika besar-besaran tidak melakukan 
pekerjaan tertentu, maka orang yang menjadi tanggungannya akan menderita 
secara fisik maupun psikis. Sejumlah besar pekerja imigran di Indonesia 
menghadapi kondisi kerja paksa dan perbudakan utang di negara-negara Asia 
yang lebih maju dan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, Malaysia, 
Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Pemerintah melaporkan bahwa ada 4,3 
juta imigran di Indonesia didokumentasikan bekerja secara illegal dan 
memperkirakan lain 1,7 juta pekerja tidak berdokumen, termasuk diperkirakan 
2,6 juta pekerja di Malaysia dan 1,8 juta di Timur Tengah. Pemerintah 
Indonesia memperkirakan bahwa dua persen dari tenaga kerja di Indonesia dari 
luar negeri yang didokumentasikan dengan baik menjadi korban perdagangan 
manusia. Jumlah sebenarnya korban perdagangan Indonesia secara signifikan 
lebih tinggi, khususnya di antara lebih dari satu juta pekerja tidak berdokumen. 
Jika dilihat dari analisis data penelitian lebih ke victim nya.jadi 
traffickking itu pada dasarnya dan pada kenyataannya adalah orang yang 
diperdagangkan sebagai korban. Warga negara asing yang menjadi korban 
Trafficking salah satu dari efek terbukanya pasar tenaga kerja asing diindonesia 
tanpa adanya satu seleksi yang menguntungkan di satu sisi dipakai untuk 
memasukkan korban trafficking dan sekaligus memasukkan jaringan PSK 
internasional yang sudah proffesional di bidangnya. 
IOM melaporkan sebuah tren baru perempuan, termasuk beberapa 
anak-anak, diperdagangkan untuk eksploitasi seksual komersial di operasi 
pertambangan di Maluku, Papua, dan Provinsi Jambi. Ada laporan dari 
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peningkatan jumlah anak-anak yang dieksploitasi dalam pelacuran di distrik 
Batam provinsi Kepulauan Riau dan anak-anak dari provinsi Sulawaesi Utara 
dieksploitasi dalam pelacuran di Provinsi Papua Barat dan di beberapa kota 
besar melaporkan sebuah tren baru universitas dan sekolah tinggi siswa 
menjual di bawah umur teman, pria dan wanita, untuk seks. Beberapa wanita 
dari Uzbekistan dan Kolombia dikenakan prostitusi paksa di Indonesia. 
Berdasarkan data dari Intenational Organization for Migration (IOM) 
sampai saat ini dalam rentang waktu Maret 2005 sampai dengan Desember 
2010 terdapat 3.943 kasus perdagangan orang yang telah ditangani IOM, yang 
terdiri dari 3.559 orang perempuan dan 384 orang laki-laki. Hampir 90% 
diantaranya adalah perempuan dan lebih dari 25% diantaranya anak-anak yang 
memang paling rentan untuk diperdagangkan dan hanya 144 korban yang 
mendapatkan bantuan hukum sedangkan belum ada satupun dari jumlah 
tersebut yang berhasil membawa kasusnya hingga tingkat pengadilan. Data 
tersebut tentu saja tidak mencerminkan jumlah korban yang sesungguhnya, 
karena perdagangan orang adalah jenis underreported crime atau terselubung. 
Hal ini disebabkan karena banyak korban yang tidak mempunyai kesempatan 
melaporkan kasusnya ke kepolisian atau merasa takut melaporkan kasus yang 
menimpanya.58 
Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara pengirim, namun juga 
transit dan penerima. Artinya beberapa daerah di Indonesia, dikenal sebagai 
daerah korban berasal dan ada beberapa daerah yang menjadi tempat korban 
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   IOM International Organization for Migration , Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan 
Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta 2008,hal 33 
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dieksploitasi. Indonesia sebagai negara tujuan, kebanyakan perempuan dan 
anak-anak yang menjadi komoditas perdagangan berasal dari Republik Rakyat 
Cina,Thailand, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan 
Ukraina. Mereka tersebar di beberapa wilayah Indonesia dengan menggunakan 
visa kunjungan wisata atau kunjungan usaha, tetapi sesampainya di Indonesia 
mereka menjadi pekerja seks komersial.59  
Selain menjadi negara pengirim, indikasi bahwa Indonesia juga menjadi 
negara penerima dan/atau transit untuk perdagangan internasional. Sejumlah 
artikel surat kabar menulis bahwa sejumlah perempuan dari sejumlah negara 
lain masuk ke Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja seks. Contohnya, pada 
bulan Oktober 2002 sebanyak lima perempuan Uzbekistan ditahan karena telah 
bekerja sebagai pelacur. Harian Jakarta Post melaporkan bahwa kepolisian 
tengah menyelidiki keberadaan suatu organisasi kriminal internasional yang 
mengoperasikan sejumlah pekerja seks di Indonesia, antara lain para 
perempuan asing dari Belanda, Polandia, Rusia, Venezuela, Taiwan, Spanyol 
dan Ukraina. Tidak jelas sampai pada tahap mana para perempuan itu datang 
dengan kemauan sendiri ke Indonesia. Kendati demikian, sebagian negara dari 
mana para perempuan ini berasal merupakan negara dengan tingkat 
perdagangan yang tinggi, yang dapat mengindikasikan bahwa mereka ini 
mungkin sebenarnya adalah korban perdagangan yang menjadikan Indonesia 
sebagai negara tujuan. 
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Salah satu tempat yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan 
(trafficking) perempuan dan anak di Indonesia khususnya eksploitasi seksual 
adalah DKI Jakarta dalam bentuk bisnis hiburan.. Hal ini dikarenakan DKI 
Jakarta dalam Kehidupan metropolis Jakarta bisa diibaratkan sebagai sebuah 
medan magnet yang setiap saat bisa menggaet 'siapapun' masuk ke dalamnya 
bahkan menjerumuskan dalam satu kehidupan semu dan samar. Berbagai 
kesenangan hidup bisa ditemukan di mana-mana, seperti di sejumlah tempat 
hiburan plus-plus yang tersebar hampir di tiap sudut kota, dari kelas bawah, 
menengah hingga kelas elit. Di sisi lain berkaitan dengan posisi geografis 
daerah Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau yang memungkinkan 
jaringan perdagangan manusia melakukan penyelundupan para imigran 
gelapnya. 
Keberadaan para pekerja seks komersial asing di tempat hiburan malam 
di Kota Jakarta, memang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 
sekitar awal tahun 2003. Mereka ada karena peran sebuah organisasi yang 
memiliki jaringan luas di sejumlah negara, yaitu mafia perdagangan wanita. 
Wanita-wanita warganegara asing, terutama dari Uzbekistan yang masuk ke 
Indonesia, ternyata merupakan jaringan perdagangan wanita internasional yang 
terorganisir. Mereka dikendalikan oleh kelompok yang memiliki jaringan luas. 
Para mafia trafficking membujuk para gadis di kawasan Uzbekistan yang 
merupakan kawasan penduduk miskin. Di daerah ini, memang terkenal wanita-
wanitanya cantik. Para wanita cantik ini ditempatkan di suatu negara dalam 
waktu tertentu. Setelah itu, mereka dipindahkan ke negara lain untuk 
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penyegaran. Indonesia memang salah satu sasaran empuk mafia perdagangan 
wanita ini karena dengan mudah dapat dijumpai lokasi-lokasi hiburan malam. 
Dari hasil penyelidikan aparat kepolisian, hampir semua pekerja seks komersial 
datang ke Indonesia dengan paspor dan visa resmi. Namun mereka kemudian 
menyalahgunakan visa. Mereka datang diangkut oleh anggota sindikat 
perdagangan wanita. Semua keperluannya termasuk dokumen keimigrasiannya 
diurus oleh jaringan tersebut. Setelah sampai di Jakarta, sebagian besar mereka 
ditampung di sebuah apartemen yang sekaligus menjadi tempat tinggal selama 
berada di Jakarta.60 
Bisnis prostitusi hadir hampir di setiap negara bagian Asia Tengah, 
salah satunya di Uzbekistan. Negara ini merupakan sumber untuk perempuan 
dan anak perempuan yang diperdagangkan ke Kazakhstan, Rusia, Timur 
Tengah, dan Asia untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Dari data laporan 
Departemen Luar Negeri AS , Human Trafficking  tahun 2010 mengatakan 
bahwa tahun 2009, Uzbekistan menghasilkan sekitar 1.200 korban, dan 
meningkat 150% pada tahun sebelumnya.   
Meningkatnya jumlah korban perdagangan manusia telah menyebabkan 
masalah untuk menerima perhatian yang lebih besar dari pandangan 
internasional. Menurut Departemen Dalam Negeri Uzbekistan, kejahatan 
terselubung seperti ini sudah diselidiki dalam beberapa tahun terakhir, namun 
jumlah orang yang diperdagangkan dan dilecehkan terus meningkat. Dalam 
kebanyakan kasus, perempuan berkomitmen untuk mencari nafkah di luar 
                                                                 
60
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negeri karena mereka sangat menyadari fakta bahwa mereka tidak bisa 
mendapatkan apa-apa di daerahnya, ini membuktikan bahwa tingkat 
pengangguran yang tinggi memiliki efek memaksa banyak wanita dari 
Uzbekistan untuk mencari sumber pendapatan di luar negeri. Dengan 
demikian, masalah perdagangan manusia, selain menyerukan perhatian 
masyarakat internasional, memperlihatkan beberapa masalah internal 
Uzbekistan. Rute mereka biasanya mengarah ke Uni Emirat Arab (UEA), Turki 
atau Thailand, hingga ke indonesia.  
Departemen statistik menjelaskan sebanyak seribu gadis Uzbekistan 
diselundupkan ke luar negeri untuk prostitusi komersial setiap tahun. Rata-rata, 
harga seorang gadis Uzbek diselundupkan untuk tujuan eksploitasi seksual 
dilaporkan hingga $10.000. Untuk transportasi dan pengiriman, agen penyalur 
menerima sekitar $2.500 -$5.000.61 
Berdasarkan data yang didapatkan dari Organisasi Migrasi Internasional 
(IOM) yaitu data korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tercatat 
berasal dari Uzbekistan yang berada di Jakarta dan tersebar di Indonesia sekitar 
0,23 % dari total negara-negara korban trafficking di Indonesia lainnya62. Hal 
ini menjelaskan bahwa data yang ditemukan hanya sebagian kecil dari jumlah 
wanita Uzbekistan yang ada di Jakarta. Oleh karena itu,  penyelundupan 
migran merupakan salah satu tindak pidana transnasional yang dilakukan 
sangat terselubung dan terorganisir sebagai fenomena gunung es yaitu jumlah 
korban yang terdeteksi  atau terungkap dan tertangani baru merupakan puncak 
                                                                 
61
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gunung es yang tampak di permukaan samudera luas. Artinya, sesungguhnya 
masih jauh lebih banyak korban trafiking manusia yang belum terungkap, 
seperti bagian es yang berada di permukaan samudera. Pemecahan demi 
pemecahan berusaha dicari oleh dunia internasional guna meminimalisir kasus 
ini namun belum ada suatu titik terang yang menunjukkan penurunan kasus 
atau korban perdagangan manusia. 
Uzbekistan, negara di bagian Asia Utara merupakan salah satu negara 
pecahan Uni Sovyet seperti beberapa negara lainnya seperti Azerbaijan, 
Turkmenistan, Kirgistan dan lain-lain. Sebagai negara yang sedang melakukan 
pembangunan yang berderap kencang di seluruh bagian negeri tersebut. 
Lapangan kerja terbuka di banyak bidang, tetapi hal ini berlaku bagi orang 
yang berpendidikan dan beruntung, kondisi ini menyebabkan terangkatnya 
tingkat perekonomian keluarga. Sebelum merdeka dari Uni Sovyet yang 
berpaham komunis, dengan asas sama rata sama rasa, tidak ada orang kaya di 
sana, semua asset milik negara Negara mengatur semua sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Bagi yang tidak berpendidikan dan kurang beruntung 
memanfaatkan momentum maraknya pembangunan di Uzbekistan, memilih 
pergi keluar negeri untuk mengadu nasib. Tidak sedikit dari yang mengadu 
nasib ini adalah gadis-gadis belia. 
Rata-rata wanita Uzbekistan (usia di bawah 25 tahun) di anugerahi 
paras yang cantik, kulit putih mulus dan sifat yang ramah. Dengan modal nekat 
karena tak didukung dengan pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang 
cukup, gadis-gadis belia ini mengadu nasib ke negara tetangga antara lain 
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Indonesia, Filiphina, Singapore, Thailand melalui agen yang banyak terdapat di 
Uzbekistan. 
Terbuka lebarnya pasar globalisasi di Indonesia sehingga menyebabkan 
peluang warga negara asing ingin bekerja ke Indonesia lebih mudah 
Pemerintah dan sumber non-pemerintah melaporkan peningkatan jumlah 
pekerja tidak berdokumen bepergian ke luar negeri. Manusia pada era 
globalisasi ini tentu memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, dengan adanya 
kemudahan transportasi dan akses masuk ke wilayah atau negara lain, mereka 
dapat dengan leluasa keluar masuk untuk urusan tertentu. 
Penelitian dan berbagai laporan telah menegaskan adanya peningkatan 
perdagangan manusia bersamaan dengan kemunculan globalisasi karena 
pemerintah memperluas penggunaan dokumen perjalanan biometrik, dokumen 
palsu menjadi lebih sulit dan mahal untuk didapatkan. Banyak gadis-gadis 
yang diperdagangkan bekerja 14 sampai 16 jam sehari dengan upah yang 
sangat rendah, sering di bawah utang perpetual karena membayar uang muka 
yang diberikan kepada keluarga mereka dengan broker Indonesia. Jeratan 
hutang khususnya menonjol di antara korban perdagangan seks. 
Mereka menjadi PSK asing yang melayani lelaki hidung belang di 
negara-negara tersebut. Berdasarkan percakapan dengan beberapa gadis Uzbek 
yang lancar berbahasa Inggris diketahui bahwa mereka berasal dari suatu desa 
di Uzbek sana, saat mereka berangkat keluar Uzbekistan mereka telah 
menerima sejumlah uang pinjaman atau talangan, misal 10.000 USD dan harus 
mereka ganti dari bayaran yang mereka dapat selama bekerja di negara tujuan. 
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Uang yang mereka terima di awal diberikan kepada orang tua agar orang tua 
dapat memiliki rumah yang layak, mobil yang layak dan membantu pendidikan 
adik-adik mereka. Orang tua mereka tak mengetahui apa kerja mereka di luar 
negeri. Uang yang di dapat dari 50% komisi (tarif uzbek 1.5 juta - 1.8 juta short 
time) dan tip dari tamu (besarnya variatif tak tentu) juga rutin dikirim kepada 
keluarga di Uzbek63. 
Mereka bekerja seperti ini dengan sistem kontrak antara 3-6 bulan dan 
dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan agen. Gadis-gadis Uzbek ini tak 
mau selamanya menjadi PSK. Jika target pribadi telah terpenuhi (mempunyai 
rumah, mobil dan tabungan yang cukup) mereka akan berhenti menjadi PSK 
untuk kemudian kembali ke Uzbekistan dan berumah tangga serta menjadi 
wanita baik-baik sebagaimana mestinya wanita normal pada umumnya. 
Pada umumnya sasaran dari korban yang mengalami trafficking yang 
masuk ke Indonesia umumnya dari keluarga-keluarga tidak cukup mampu 
selain dari pekerja seks komersial professional, jadi memang pada dasarnya dia 
seorang PSK dan pada waktu dia ditanyai kesiapannya dia mau saja. Terlepas 
dari itu kejahatan atau bukan yang jelas dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Dengan menggunakan visa kebudayaan dan cocok di negara tujuannya, profesi 
itu tetap di jalani. Dan wanita itu memang bukan wanita baik-baik, jadi ada dua 
kategori wanita yang di kirim ke Indonesia yaitu memang berprofesi sebagai 
PSK dan wanita yang ingin meninggalkan kemiskinan jadi dia ingin bekerja di 
luar negeri. 
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B. Modus Operandi Perdagangan Perempuan Di Jakarta Khususnya Warga 
Negara Uzbekistan 
Modus kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia sudah 
semakin rapi dan sulit diatasi. Jenis kejahatan ini akan terus berkembang dan 
semakin berbahaya karena perdagangan manusia saat ini memakai pola baru 
para pelaku sudah meninggalkan cara lama, yaitu menyelinap ke negara lain 
secara diam-diam, kini pelaku sudah memakai dokumen perjalanan resmi. Hal 
itu bisa terjadi karena pelaku bekerja sama dengan pegawai instansi terkait 
yang menangani keimigrasian.  Pelaku pun dapat dengan mudah mengantongi 
visa dan paspor untuk mewujudkan rencananya. Korupsi di negara ini sudah 
terstruktur, dampaknya bisa ke mana-mana. Namun Indonesia saat ini belum 
memiliki panduan khusus untuk menangani kejahatan transnasional, 
penanganan tidak bisa kasus perkasus tetapi di sisi lain belum ada aturan 
bersama untuk menangani hal ini. 
Table 3.1 Perkembangan Perdagangan Perempuan dan Anak64 
 Dulu Sekarang 
Pola  Peorangan 
Dalam wilayah negara 
Sindikat terorganisasi 
Lintas batas/antarnegara 
Tujuan Pembantu rumah tangga 
Menunjang  kehidupan 
ekonomi keluarga 
Pekerja seks komersial 
Buruh migrant legal dan 
illegal 
Pengiriman  pengantin  
perempuan 
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  Sukarwarsini Djelantik, 2010, Globalisasi, Jurnal Hubungan Internasional: Migrasi Tenaga 
Kerja, Kejahatan Lintas Negara dan Perdagangan Perempuan dan anak-anak, vol. 6. 
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Perekrutan Dengan sukarela 
Melalui 
kenalan/keluarga 
Dengan kekerasan fisik 
maupun psikologi, sosial, 
dan ekonomi 
Penipuan oleh calo/aparat 
negara 
Penampungan/pen
empatan korban 
Perumahan/keluarga 
Di tempat relatif layak 
Penghasilan/gaji pantas 
dan diterima sepenuhnya 
Terisolasi di penampungan 
dan tertutup di lingkungan 
budaya asing 
Tidak manusiawi 
Dengan 
kekerasan/premanisme 
Penghasilan tinggi tetapi tidak 
diterima sepenuhnya, banyak 
terjadi 
kecurangan/pemotongan 
  Sumber : Diolah berdasarkan jurnal Migrasi Tenaga Kerja, Kejahatan Lintas Negara      
Dan Perdagangan Perempuan Dan Anak-Anak hal. 4. 
 
Di Indonesia, protokol PBB tentang perdagangan diadopsi dari rencana 
aksi nasional (RAN) penghapusan perdagangan perempuan dan anak.  RAN 
diperkuat dalam bentuk KEPPRES RI nomor 88 tahun 2002, disebutkan 
perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku perdagangan 
yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar 
gatra, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan 
sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak.  Eksploitasi 
perdagangan perempuan atau anak juga dapat diartikan sebagai penggunaan 
kekuasaan lisan dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan 
posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan berbaring, 
terisolasi, ketergantungan obat, hutang, memberikan atau menerima 
pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk 
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mengkaji tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual termasuk phaedofilia, buruh 
maupun hukum migran ilegal, adopsi anak, pekerjaan formal, pembantu rumah 
tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan 
organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Berbagai cara digunakan 
untuk melakukan perdagangan manusia, antara lain: 
1) menggunakan cara-cara penipuan, bujuk rayu, iming-iming, pemaksaan, 
mengejar ketertinggalan dan intimidasi, bahkan sampai terjadi penyekapan 
dan perkosaan pada keseluruhan proses ataupun bagian dari proses; 
2) penculikan; 
3) jaringan kontrak pribadi; 
4) pemeran dan berupa ancaman mengenai "penjualan" dirinya akan 
diberitakan kepada orang tua, keluarga, kerabat, teman, tetangga, kenalan, 
atau suami; 
5) penjeratan utang, dll. 
Berbicara mengenai perdagangan manusia, pelaku perdagangan kerap 
digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang 
terorganisasi dalam kata lain Trans Organized Crime.65 Meski gambaran ini 
mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pelaku perdagangan yang 
juga jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisasi 
melainkan beroperasi secara independen. Melihat sisi korbannya, tidak semua 
perempuan dan anak yang terlibat dalam sektor-sektor ini adalah korban 
perdagangan, demikian juga tidak semua aktor adalah pelaku perdagangan. 
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Namun, banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan dan sebagian 
mungkin terlibat langsung dalam perdagangan perempuan dan bahkan tidak 
menyadarinya.  
Berikut uraian singkat berbagai kategori oknum dan organisasi yang 
terlibat dalam Human Trafficking bersumber dari penelitian yang dilakukan 
oleh gabungan peneliti.66 
1. Agen Perekrut Tenaga Kerja: Agen perekrut tenaga kerja atau perusahaan 
jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) membayar agen/calo (perseorangan) 
untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, memperoleh 
identifikasi dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan 
pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di 
negara tujuan. Baik PJTKI yang terdaftar maupun tidak terdaftar 
melakukan praktik yang ilegal dan eksploitatif, seperti memfasilitasi 
pemalsuan paspor dan KTP serta secara ilegal menyekap buruh di 
penampungan. Mereka menjadi pelaku perdagangan ketika mereka 
memaksa seorang perempuan untuk terus bekerja bahkan ketika ia hendak 
pulang ke tempat asalnya, ketika mereka menempatkan seorang buruh 
dalam pekerjaan yang berbeda dari yang sudah dijanjikan sebelumnya dan 
ketika mereka mengirim seorang perempuan, dengan atau tanpa 
sepengetahuan mereka, untuk secara paksa bekerja dalam industri seks. 
2. Agen: Agen/calo mungkin saja adalah orang asing yang datang ke suatu 
desa, atau tetangga, teman, atau bahkan kepala desa. Agen dapat bekerja 
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  Jamie Davis, Bentuk-Bentuk Eksploitasi dan Perdagangan Lain Hal. 127  
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secara bersamaan untuk PJTKI yang terdaftar dan tidak terdaftar, 
memperoleh bayaran untuk setiap buruh yang direkrutnya. Mereka sering 
terlibat dalam praktik ilegal seperti pemalsuan dokumen. Seorang agen 
mungkin dengan sadar terlibat dalam perdagangan perempuan ketika ia 
membohongi orang yang direkrutnya mengenai kebenaran dari pekerjaan 
yang akan dilakukan atau gaji yang akan diterimanya. Sebagian agen 
secara sadar merekrut perempuan untuk industri seks. Di sisi lain, banyak 
yang mungkin membantu perdagangan perempuan untuk industri seks 
tanpa menyadarinya. Agen mungkin tidak mengetahui yang sebenarnya 
dari suatu pekerjaan ketika mereka melakukan perekrutan untuk pekerjaan 
itu. 
3. Pejabat pemerintah juga memainkan peranan dalam eksploitasi dan 
perdagangan migran. Keterlibatan mereka antara lain adalah memalsukan 
dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan dan 
ketenagakerjaan, atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara 
ilegal. Mereka mungkin menyadari atau tidak menyadari bahwa 
perempuan yang perekrutan dan pengirimannya mereka fasilitasi adalah  
korban perdagangan. 
4. Majikan, apakah mereka terlibat atau tidak dalam perekrutan, terlibat 
dalam perdagangan jika mereka memaksa buruh yang direkrut untuk 
bekerja dalam kondisi eksploitatif. Seorang majikan terlibat dalam 
perdagangan jika ia tidak membayarkan gaji, secara ilegal menyekap 
buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual dan fisik terhadap 
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buruh, memaksa buruh untuk terus bekerja di luar keinginan mereka, atau 
menahan mereka dalam penjeratan utang. 
5. Pemilik dan Pengelola Rumah Bordil: Sama dengan majikan di atas, 
pemilik dan pengelola rumah bordil terlibat dalam perdagangan bila 
mereka memaksa seorang perempuan untuk bekerja di luar kemauannya, 
menahannya dalam penjeratan utang, menyekapnya secara ilegal, 
membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau 
merekrut dan mempekerjakan anak di bawah 18 tahun. 
6. Calo Pernikahan yang terlibat dalam sistem pengantin pesanan terlibat 
dalam perdagangan ketika ia mengatur pernikahan yang mengakibatkan 
pihak istri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan  dan eksploitatif. 
Calo pernikahan mungkin menyadari atau tidak menyadari sifat 
eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan. 
7. Orang Tua dan Sanak Saudara lain menjadi pelaku perdagangan ketika 
mereka secara sadar menjual anak atau saudara mereka kepada seorang 
majikan apakah ke dalam industri seks atau sektor lain. Orang tua juga 
memperdagangkan anak mereka ketika mereka menerima pembayaran di 
muka untuk penghasilan yang akan diterima anak mereka di masa depan, 
atau menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utang yang 
telah mereka buat sehingga memaksa anak mereka masuk ke dalam 
penjeratan utang. 
8. Suami yang menikahi dan kemudian mengirim istrinya ke sebuah tempat 
baru dengan tujuan untuk mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi, 
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menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan 
prostitusi, terlibat dalam perdagangan. 
Jaringan kerja prolegnas pro perempuan memberi catatan bahwa 
perdagangan perempuan termasuk kejahatan terorganisir dan seringkali pelaku 
merupakan orang-manusia terdekat korban. Para korban perdagangan 
perempuan seringkali berada pada situasi yang sulit untuk keluar dari situasi 
yang membelit mereka maupun pengendalian dari pelaku tersebut kepada 
korban. Hal ini disebabkan: 
a) pelaku memastikan bahwa korban akan terus bekerja sesuai perintah dan 
tidak mencoba melarikan diri, oleh karena itu dibutuhkan pengawasan 
yang ketat;  
b) pelaku mengeksploitasi korban terus menerus, termasuk dengan sistem
 penjeratan utang; 
c) pelaku menyita, merampas, menghilangkan dokumen perjalanan milik 
korban; 
d) menakut-nakuti korban dengan menciptakan presepsi buruk di pihak 
berwenang; 
e) isolasi sosial dan linguistik; 
f) menciptakan stigma negatif tentang korban agar korban merasa malu; 
g) ancaman / mengejar ketertinggalan / intimidasi / penyiksaan terhadap 
korban; 
h) ancaman balas dendam terhadap keluarga korban, terutama manusia yang 
disayangi korban. 
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Kondisi seperti demikian akan menjawab pertanyaan mengapa mereka 
tidak melapor, tidak melarikan diri dan sebagainya. Dan juga pada beberapa 
kasus ditemui walaupun data resmi menyebutkan bahwa setiap tahun hanya 
50.000 orang perempuan meninggalkan Rusia selama-selamanya, ternyata 
angka sebenarnya mencapai ratusan ribu. Yang menarik dari modus operandi 
perdagangan manusia adalah bahwa proses pengangkutan terhadap korban 
tidak selalu dilakukan secara ilegal. Bisa saja proses pengiriman dilakukan 
secara legal, tetapi tujuannya adalah untuk eksploitasi. 
C. Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Perdagangan Perempuan    
Warga Negara Asing Di Indonesia 
Pengakuan Internasional bahwa Human Trafficking adalah salah satu 
bentuk  kejahatan teroganisir lintas negara dengan sendirinya menempatkan  
Kementerian Luar Negri Republik Indonesia, sebagai backbone kerjasama 
internasional, pada posisi yang sangat menentukan di dalam upaya 
penanggulangan kejahatan tersebut. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan 
mengenai Human Trafficking belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. 
Pemerintah mengakui kewalahan dalam menangani kasus ini, karena aktor 
yang berperan didalamnya memiliki akses yang sangat luas. Namun, dalam 
perkembangannya berdasarkan hasil studi kerjasama kajian tersebut diperoleh 
informasi bahwa United States Department of State dalam Trafficking In 
Persons Report telah mengkategorikan Indonesia ke kelompok “Tier 2” dalam 
pemberantasan dan perlindungan korban human trafficking. Penetapan“Tier 2” 
didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemerintah Indonesia telah senantiasa 
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melaksanakan upaya pemberantasan melalui langkah-langkah yang telah 
ditetapkan dalam peraturan-peraturan internasional (Konvensi dan Protokol 
PBB) yakni : 
1) Ditinjau dari aspek legal formal, pemerintah Indonesia pada tataran 
nasional telah menerbitkan berbagai peraturan nasional yang mendukung 
upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan Human Trafficking. 
Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO); 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan 
Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; serta 
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas 
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang 
berfungsi sebagai lembaga koordinatif di 20 provinsi dan 72 kabupaten/ 
kota dengan ketua umumnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 
2) Pada tataran Internasional, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 
kesepakatan-kesepakatan internasional, regional, dan terlibat dalam forum-
forum/pertemuan yang membahas upaya pemberantasan human 
trafficking. 
3) Pada forum regional, Indonesia telah menyatakan komitmennya melalui 
ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women 
and Children di Vientiane pada tahun 2004.  
4) Pada forum internasional, salah satunya Indonesia bertindak sebagai co-
chair Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and 
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Related Transnational Crimes pada tahun 2002. Bali Process merupakan 
forum internasional yang memfasilitasi diskusi mengenai perkembangan 
dan solusi atas praktek perdagangan orang serta kejahatan transnasional 
lainnya.  
5) Pada tataran bilateral, Indonesia berperan aktif untuk menyusun 
mekanisme legal formal pemberantasan human trafficking salah satunya 
dengan adanya upaya perintisan MoU mengenai TPPO. Telah 
ditandatanganinya MoU antara Pemerintah yang diwakili oleh Departemen 
Luar Negeri dengan International Organization for Migration (IOM) dalam 
rangka penanganan  korban human trafficking di luar negeri.67 
Upaya aktif Kementerian Luar Negri di dalam upaya nasional 
pemberantasan perdagangan manusia bersifat intermestik, yaitu hanya 
difokuskan kepada upaya memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum 
internasional di dalam isu Human Trafficking yang memiliki pijakan pada 
realitas sosial keseharian yang terjadi. Namun demikian, upaya-upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Luar Negeri 
dalam pencegahan dan pemberantasan human trafficking berpotensi mengalami 
kendala, diantaranya: 
1) Koordinasi yang tepat dan lancar dari berbagai pihak terkait merupakan 
kunci utama keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan human 
trafficking (perdagangan manusia). Hingga saat ini, masih terindikasi 
adanya ego sektoral dari masing-masing pihak terkait serta adanya 
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tumpang tindih kewenangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 
human trafficking (perdagangan manusia).68 Oleh karenanya, diperlukan 
penetapan focal point bagi terlaksananya koordinasi dimaksud. 
2) Ketersediaan resource. Dalam hal ini, resources meliputi dukungan 
finansial, sarana dan prasarana, kapabilitas SDM, dan kelembagaan 
menjadi hal yang minimal perlu mendapat perhatian dan diupayakan 
secara maksimal oleh pemerintah. Ketersediaan resources tersebut perlu 
mendapat perhatian utama. 
3) Perbedaan pendekatan yang digunakan oleh negara-negara lain. Adanya 
perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh berbagai negara dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan Human trafficking menjadi salah satu 
penghalang bagi kerjasama antar-negara. Sebagai contoh adalah perbedaan 
definisi terhadap suatu kasus human trafficking dimana suatu negara 
menganggapnya sebagai suatu masalah keimigrasian dan keamanan 
sedangkan negara lain menganggapnya sebagai suatu masalah 
perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini akan berdampak pada penerapan 
hukum yang akan menjadi dasar dalam penanganan kejahatan human 
trafficking.69 
Amerika Serikat yang ditengarai sebagai negara tujuan perdagangan 
orang, memberikan dukungan kuat kepada negara-negara lain sebagai daerah 
sumber atau sebagai daerah transit, atau tujuan termasuk kepada Indonesia. 
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   Irianto, Sulistyowati, Perempuan dan hukum menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan 
keadilan, 2004 hal. 58 
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   http://www.kemlu.go.id/Human Trafficking: Manusia Bukan Komoditas  
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Sejak awal tahun 2005, Amerika Serikat menyatakan penguatan komitmen 
dukungannya melalui keterikatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat senilai 
US$ 9 juta dalam periode waktu empat tahun, dalam rangka memerangi 
perdagangan orang lintas batas dari dan ke Indonesia, dan juga yang terjadi di 
dalam negeri Indonesia70. Kerjasama tersebut ditujukan untuk: pencegahan 
perdagangan orang melalui pendidikan dan cara lainnya; memberikan bantuan, 
perlindungan dan reintegrasi korban perdagangan orang; serta memperkuat 
upaya-upaya penegakan hukum untuk menghentikan pelaku perdagangan 
orang (trafficker). Sebagai executing agencies adalah LSM internasional dan 
badan-badan seperti Save the Children-AS, American Center for International 
Labor Solidarity (ACILS), International Catholic Migration Commision 
(ICMC), dan International Organization for Migration (IOM) bekerja sama 
Instansi Pemerintah Indonesia, kelompok masyarakat madani Indonesia, dan 
komunitas lokal. 
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   Truman, Harry. 2007. “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberantas Kejahatan Kemanusiaan 
(Human Trafficking)”. Diunduh pada tanggal 3 Juni 2010 di http://www.w3.org/Harry 
Truman's Site - Trafficking. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Human trafficking bukanlah sebuah permasalahan biasa, masalah ini 
telah menjadi perhatian internasional. Selain itu, perlu diingat bahwa manusia 
bukanlah benda yang dapat diperjualbelikan dan menjadi komoditas terlepas 
dari kebutuhan manusia untuk mendapatkan penghidupan yang layak. 
1. Terbuka lebarnya pasar globalisasi di Indonesia sehingga menyebabkan 
peluang warga negara asing ingin bekerja ke Indonesia lebih mudah. 
Pemerintah dan NGO melaporkan peningkatan jumlah pekerja tidak 
berdokumen bepergian ke luar negeri dengan adanya kemudahan 
transportasi dan akses masuk ke wilayah atau negara lain, mereka dapat 
dengan leluasa keluar masuk untuk urusan tertentu. 
2. Penelitian mengenai adanya warga negara asing asal uzbekistan di indonesia 
memiliki banyak kendala seperti reaksi dari pemerintah uzbekistan sendiri 
mengenai masalah trafficking warga negaranya yang ada di indonesia 
cenderung tertutup dan tidak ada jaminan memperoleh data  sehingga data 
yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data IOM dan NCB 
INTERPOL masih tergolong sedikit dibandingkan fenomena trafficking 
WNA uzbekistan yang terlihat dan tercatat dari tahun 2003 hingga sekarang 
masih ada.  
3. Sebagai bagian dari Transnational Organized Crime, perdagangan orang 
tidak dapat diperangi secara partial atau secara sendiri-sendiri oleh masing-
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masing negara. Negara-negara yang anti perbudakan dan berniat melindungi 
kehidupan warganegaranya harus bersatu padu bekerjasama memerangi 
perdagangan orang. Kerjasama antar Pemerintah (G-to-G), antar LSM, 
organisasi masyarakat dan perseorangan dalam dan luar negeri harus dibina 
dan dikembangkan sehingga terbentuk kekuatan yang mampu memberantas 
kejahatan teroganisir tersebut. 
B. Saran saran  
1. Dari Indonesia sendiri terkait dengan ketenagakerjaan asing dari berbagai 
sektor termasuk sektor entertainment harus ditata dengan sangat ketat 
apakah dari sisi keimigrasian ataukah dari sisi regionalnya seperti posisinya. 
Karena bukan hanya yang profesional yang bisa masuk ke Indonesia , dalam 
hal entertainment juga masuk ke Indonesia sebagai model, penyanyi yang 
itu semua ditata dengan batasan- batasannya. 
2. Dari sisi keamanan terkait dengan keimigrasian dan berhubungan dengan 
anggaran kedaulatan negara. Ada strategi per entri yaitu strategi pencegahan 
dengan suatu tahapan-tahapan yang jelas untuk orang asing yang masuk ke 
Indonesia. Pasal- pasal tentang keimigrasian diperlukan dalam hal ini. 
3. Dari sisi regional adalah adanya suatu perlindungan kepada tenaga kerja. 
Siapapun yang berada di negara ASEAN harus mendapatkan perlindungan. 
Kita selalu mengusulkan apakah itu illegal atau legal dan harus 
mendapatkan perlindungan dan terkait dengan human rights tetapi harus ada 
treat yang sudah disetujui untuk warga yang legal. Untuk kasus warga asing 
yang illegal supaya dia tidak termasuk dari bagian Trans Organized crime. 
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Aturan yang dibuat sudah banyak tetapi tidak dilaksanakandengan benar. 
Untuk warga negara yang illegal ini belum ada kesepakatan dengan masalah 
mendapatkan perlindungan. 
4. Dari sisi internasional adanya kesepakatan-kesepakatan treaty making dari 
pemerintah Indonesia – Uzbekistan . 
5. Perlu adanya strategi yang matang dan betul-betul serius mengenai kasus 
trafficking ini seperti adanya kerjasama bilateral degan pihak terkaituntuk 
mengadakan workshop, working group, pertemuan untuk memperbaharui 
informasi membahas mengenai jalur-jalur terbaru sindikat perdagangan ini. 
Tidak hanya itu saja tetapi juga mengadakan pencarian-pencarian korban 
yang ingin dipulangkan ke negara asalnya yan pernah melapor dari sekian 
pekerja yang ada di Indonesia sekaligus melakukan pendekatan ke korban 
WNA untuk mencari tahu teman-teman lainnya yang tidak teridentifikasi 
serta kita juga dapat mengetahui sindikat yang membawa mereka serta jalur 
perdagangannya. Pemerintah Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum 
dan HAM, serta Kepolisian bekerjasama dalam pembahasan ASEAN 
meeting yang terdiri dari AMDC (tingkat menteri), SODC (tingkat penegak 
hokum) yang agendanya memeng lebih banyak membahas mengenai 
perdagangan manusia. 
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